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ABSTRAK

Nama : HUMAIRA RIDANTY

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul :Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada
Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi PT.Bank XX
Jakarta)

Pemberian jaminan dalam perbankan konvensional merupakan suatu keharusan
dalam penyaluran kredit, sedangkan dalam perbankan syariah khususnya dalam
pembiayaan, jaminan boleh dimintakan atau tidak dimintakan dari nasabah karena
nasabah dalam hal ini berstatus sebagal mitra kerja dalam hubungan kemitraan.
Permasalahan dalam tesis ini mengenal bagaimana ketentuan hukum yang
mengatur pembebanan jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif
di Indonesia, bagaimanakah penerapan pemberian jaminan fidusia pada
pembiayaan musyarakah sebagai akad profit and loss sharing di perbankan
syariah dan bagaimana bentuk akta notaris pada akad pembiayaan musyarakah
sebagal akad utama dan akta jaminan fidusia sebagal akad pelengkap dalam hal
pemberian jaminan fidusia pada bank syariah. Penelitian tesisini adalah penelitian
yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang
bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh
mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan
menganalisanya dengan cara kualitatif analisis secara kualitatif untuk menemukan
jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Ketentuan mengenai fidusia di
Indonesia diatur didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dan sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasiona yang
mengaturnya yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia  Nomor 68/DSN-MUI/I11/2008 tentang rahn tagily. Akan tetapi
penerapan lembaga jaminan fidusia di perbankan syariah berlaku hukum yang
diterapkan dalam bank konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia. Penerapan pemberian jaminan fidusia pada
pembiayaan musyarakah dengan prinsip profit and loss sharing di perbankan
syariah adalah sebagal jaminan tambahan (accessoir) dan mengikuti jaminan
pokok, dan berfungsi sebagai agunan pada pembiayaan musyarakah. Bentuk akad
pembiayaan musyarakah sebagai akad pokok dan akta jaminan fidusia sebagai
akad tambahan, yang terdiri dari kepala, badan dan akhir akta. Pada kepala akta
akad terdapat |afal Basmallah dan Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1. Dalam akta
jaminan disebutkan jumlah seluruhnya dari besarnya pokok pembiayaan dan juga
dicantumkan bahwa akta jaminan fidusia ini didasarkan pada akad pembiayaan
musyarakah yang merupakan akad utamanya.

KataKunci:
Jaminan Fidusia, Pembiayaan Musyarakah
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ABSTRACT

Nama . HUMAIRA RIDANTY
Program Study : Master of Notary
Judul . The provision of Fiduciary Warranty Deed In Musharaka

Financing in Islamic Banking (Studies PT. Bank XX Jakarta)

The provision of guarantees in conventional banking is a necessity in lending,
while the Islamic banking, especialy in financing, guarantees may be requested or
not requested from the customer because the customer in this case the status as a
partner in a partnership. Problems in this thesis about how the legal provisions
governing the imposition of fiduciary according to Islamic law and positive law in
Indonesia, how the application of fiduciary on Musharaka financing as a contract
profit and loss sharing in Islamic banking and how the form of notarial deed on
the contract as a contract Musharaka financing primary and fiduciary deed as a
complement in terms of the contract granting fiduciary on Islamic banks. This
thesis research is a normative juridical research through the study of literature, by
reviewing secondary data, sourced from primary legal materials, secondary and
tertiary supported by interviewing information sources (informants) about the
subject and analyze it by means of qualitative anaysis in a qualitative way to find
answers subject matter under study. Provisions regarding the fiduciary in
Indonesia is set in the Fiduciary Security Law number 42 of 1999 on Fiduciary
Warranty and aready there are fatwas that govern the National Sharia Council of
the National Sharia Board Fatwa Council of Ulama Indonesia Number 68/DSN-
MUI/111/2008 about rahn tagjily. However, the application of fiduciary institution
in the Islamic banking law applicable to conventional banks which are applied in
the Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Warranty. The application of
fiduciary on Musharaka financing with the principle of profit and loss sharing in
Islamic banking as an additional guarantee (accessoir) and follow the basic
warranty, and serves as collateral on Musharaka financing. Musharaka form of
financing contract as the principal contract and fiduciary deed as an additional
contract, which consists of head, body and the final deed. At the head of the deed
of covenant contained Basmallah pronunciation and Al-Quran surah Al-Maidah
verse 1. In the warranty deed stated the total amount of the principal amount of
financing and also stated that the fiduciary deed is based on Musharaka financing
contract which is the main contract.

Key words. Fiduciary Warranty, Musharaka Financing.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan Yyang
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang tertuang
dalam Pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan
pembangunan diberbagal bidang, salah satunya adalah pembangunan di bidang
ekonomi dan keuangan. Pada bidang ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor
yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional adalah sektor perbankan.

Bank sebaga salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan
kemagjuan dan kesatuan ekonomi nasional dalan menjalankan usahanya
memerlukan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas
industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian
hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan
nasabah bank.

Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992
yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan. Undang-undang dimaksud secara eksplisit telah membuka peluang
kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional sistem bagi hasil, yang
secararinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang
Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan peraturan perundang-undangan
tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasionalnya bank syariah di
Indonesia dan dimulainya era sistem perbankan ganda (Dual Banking System).*

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sgjak bulan Juli tahun 1997
mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun
1992. Perubahan atas beberapa muatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992

! Dadan Muttagien, “Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia’,

Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Val. 11, Juli 2008, him.12.

Universitas Indonesia
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dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak hanya mengenal
Dual Banking System (sistem perbankan ganda), tetapi juga lebih mempertegas
bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sgjgar dengan bank konvesional
dengan sistem bunga. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa : Bank Umum adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sedangkan Pasal 1 ayat (4), menyebutkan bahwa Bank Perkreditan
Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. 2

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik
mengatur tentang perbankan syariah sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang
Perbankan Syariah). Pengertian Perbankan Syariah pada Undang-Undang ini
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara operasionalnya berdasarkan
tata cara muamalat, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran
dan Al-Hadist. Berpedoman pada praktik-praktik bentuk usaha yang ada pada
zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah atau
bentuk-bentuk usaha baru yang lahir sebagal hasil ijtihad para ulama/cendikiawan
yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.?

Dari ketentuan normatif ini tampak jelas kesgagaran antara bank
konvesional dengan sistem bunga dan bank syariah dengan prinsip bagi hasil
(profit sharing) dalam tata hukum perbankan nasional. Ide dasar sistem perbankan
Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi ingtitus

keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip PLS (profit-and-loss-sharing

2 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992

tentang Perbankan, Nomor 10 tahun 1998, ps. 1 ayat (3) dan (4).

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Isam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI,
Takaful dan Pasar Modal) di Indonesia, cet. 4, (Jakarta: PT. RgjaGrafindo Persada, 2004), him.
6.

3
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bagi-untung-dan-rugi). Prinsip bagi hasil ini dadam keuangan Islam sangat
dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relefan untuk mengatas
masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau
tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara
efektif dapat tercapai.

Perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang dengan pesat karena
kemampuannya dalam menghimpun dan menyediakan dana pembiayaan dengan
menerapkan sistem bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat
yang membutuhkan. Jika terjadi resiko maka ditanggung oleh kedua belah pihak,
yaitu bank dan masyarakat pengguna dana, hal ini disebabkan karena kedudukan
antara bank dan masyarakat pengguna dana bukan sebagai kreditor dan debitor
tetapi sebagal mitra. Jadi yang digunakan adalah prinsip kemitraan (partnership),
sehingga dalam perbankan syariah menerapkan asas kehati-hatian dan kegiatan
usaha yang sehat serta diterapkan konsep keadilan, seperti halnya adanya jaminan
atau agunan dari nasabah yang melakukan pembiayaan pada perbankan syariah.

Keberadaan jaminan dalam perbankan konvensional adalah merupakan
suatu keharusan dalam penyaluran kredit, sedangkan dalam perbankan syariah
khususnya dalam pembiayaan, jaminan boleh dimintakan atau tidak dimintakan
dari nasabah karena nasabah dalam hal ini berstatus sebaga mitra kerja dalam
hubungan kemitraan. Perbankan syariah menilai jaminan yang paling utama
adalah keyakinan oleh bank syariah atas kemampuan nasabah mengembalikan
hutangnya atau kewajibannya, bahkan bank tidak wajib meminta agunan berupa
barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, walaupun bank
diperankan meminta jaminan tambahan. Sehingga jaminan lebih cenderung
berfungsi sebagai bukti adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya
atau komitmen dalam memenuhi janji.*

Bank syariah atau bank Islam, berfungsi sebagal suatu lembaga
intermediasi (intermediary institution) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat

dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.’

4 Amir Nuruddin, “ Urgensi Hukum Ekonomi Islam Dalam Menjawab Isu-Isu Global”, Makalah
seminar nasional diselenggarakan oleh Program Pascasarjana |AIN-Sumatera Utara, Medan,
2004, him. 12.

Dawam M. Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi
Agamadan Filsafat, 1999), him. 410.
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Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan mitra bisnisnya antara
lain dengan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah/syirkah dan
murabahah yang bertujuan untuk kemajuan, membantu dan mengembangkan
pelayanan produk-produknya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Perbankan
syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan mitra bisnisnya
menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang salah satu kegiatan
pembiayaannya adal ah musyarakah.®

Dalam pembiayaan musyarakah dengan prinsip profit and loss sharing,
pembiayaan hak atas jaminan atau agunan didasarkan kepada jika nasabah
melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan bertentangan dengan kontrak
maka jaminan atau agunan dapat digunakan sebagal pengganti yang diderita oleh
bank syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Mgelis Ulama Indonesia
Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah diatur bahwa
"Kerugian Harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham
masing-masing dalam modal”, walaupun “pada prinsipnya, dalam pembiayaan
musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, LKS
dapat meminta jaminan”.

Praktiknya di Perbankan Syariah menerapkan jaminan tambahan atau
agunan seperti halnya pada bank umum berdasarkan prinsip konvensional. Bentuk
jaminan yang diterapkan di Perbankan Syariah sama dengan bentuk jaminan yang
diterapkan pada bank umum dengan prinsip konvensional. Pada pembiayaan
musyarakah, jaminan utamanya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan
tersebut, sedangkan jaminan tambahannya berupa jaminan kebendaan maupun
jaminan perorangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dikeluarkanlah beberapa
peraturan yang memperbolehkan dipergunakannya jaminan dalam melakukan
transaks perbankan. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur
tentang keberadaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah, diantaranya Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, PBI Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang
Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan

® Diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Musyarakah.

Universitas Indonesia
Pemberian jaminan..., Humaira Ridanty, FH Ul, 2011.



Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN No0.08/DSN-
MUI/1V/2000 tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Dengan adanya jaminan maka menimbulkan hak yang diutamakan bagi

bank dalam pelunasan pembiayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131
KUH Perdata, yang menyatakan: “Segala kebendaan s berhutang, baik yang
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Mengenai jaminan kebendaan terdapat beberapajaminan, yaitu: ’

1

Hak Tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Y ang Berkaitan
Dengan tanah, atau yang dikenal dengan UUHT. Objek jaminan kebendaan
hak tanggungan adalah tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah
sehingga yang dulunya menggunakan hipotik sebagal lembaga jaminan
untuk tanah dan turutannyatidak berlaku lagi dengan adanya UUHT.
Hipotik digunakan untuk jaminan kebendaan yang objek jaminannya adal ah
benda tidak bergerak selain tanah. Hipotik ini diatur dalam Pasal 1162
sampai dengan 1178 KUHPerdata.

Gadai digunakan untuk benda bergerak yang pelaksanaannya dengan cara
diserahkan, sehingga objek jaminan yang menggunakan lembaga gadai
berada dalam kekuasaan kreditor, baik penguasaan secara fisik maupun hak
kepemilikannya (yuridishukum). Gadal diatur dalam KUHPerdata Pasal
1150 sampai dengan Pasal 1160.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia. Pada jaminan fidusia objek jaminannya sama
dengan gadai yaitu benda bergerak dan tidak bergerak tetapi debitor tetap
dapat menguasal secara fisik objek tersebut, sedangkan kreditor hanya
menguasai secara yuridis (hak milik) atas objek tersebut, oleh karenanya
jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang didasarkan kepercayaan,
sehingga apabila debitor telah membayar kewajibannya, maka kreditor
berkewajiban untuk mengembalikannya, begitu juga sebaliknya jika debitor
wanprestasi maka kreditor berhak mengeksekusi objek tersebut.

7

Gunawan Widjga dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: PT. RagjaGrafindo Persada,
2000), him. 4-5.
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Berdasarkan keempat macam lembaga jaminan kebendaan, maka lembaga
jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dianggap
menguntungkan, karena benda bergerak yang menjadi objek jaminannya tetap
dapat digunakan untuk kegiatan nasabah. Lembaga jaminan fidusia lahir untuk
memenuhi  kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara
pembiayaan (kredit), dan perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia yang
dijaminkan adalah hak kepemilikan bendanya sgja, sedangkan bendanya tetap
berada dalam penguasaan pemiliknya.

Pada Bank Syariah, jaminan atau agunan digunakan untuk jasa
pembiayaan. Dengan ketentuan barang yang dijadikan jaminan itu harus disimpan
oleh bank atau disebut dengan rahn pada istilah Bank Syariah. Hal ini dapat
menghambat usaha yang dilakukan oleh pengguna dana, apabila barang yang
menjadi jaminan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk usahanya,
oleh karena itu untuk mempermudah masyarakat pengguna dana, maka Bank
Syariah pada pembiayaannya menggunakan lembaga jaminan fidusia. Pengaturan
penggunaan |lembaga jaminan fidusia dalam pembiayaan pada Bank Syariah sudah
ada ketentuan fatwa yang mengaturnya yaitu pada fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/111/2008 tentang Rahn Tagjily. Hal
ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia di
Perbankan Syariah didasarkan pada hukum positif Indonesia yang bertitik tolak
pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan harus
pula disesuaikan dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Mgjelis Ulama
Indonesia tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang berjudul: “Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada
Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi PT.Bank XX Jakarta)”.

1.2. PERUMUSAN MASALAH
Berkaitan pada uraian sebelumnya (latar belakang), maka pokok
permasal ahan yang digjukan adalah:
1). Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembebanan jaminan fidusia

menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia menurut Undang-
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Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

2). Bagaimana penerapan pemberian jaminan fidusa pada pembiayaan
musyarakah sebagai akad dengan prinsip Profit and Loss Sharing di
perbankan syariah?

3). Bagaimana bentuk akta notaris pada akad pembiayaan musyarakah sebagai
akad utama dan akta jaminan fidusia sebaga akad pelengkap dalam hal

pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah?

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur pembebanan jaminan
fidusa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia menurut
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2). Untuk mengetahui penerapan pemberian jaminan fidusia pada pembiayaan
musyarakah sebagai akad dengan prinsip Profit and Loss Sharing di
perbankan syariah.

3). Untuk mengetahui bentuk akta notaris pada akad pembiayaan musyarakah
sebaga akad utama dan akta jaminan fidusia sebagai akad pelengkap dalam
hal pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah.

1.4. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu
masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan
tuntas terhadap suatu gejala untuk menambahkan pengetahuan manusia, maka
metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau prinsip-prinsip dan tata cara
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.®
Penilitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasal ahan yang dibahas

dengan carameneliti bahan pustaka atau data sekunder.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 6.
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Tipe penelitian yang dipergunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah tipe
penelitian yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih
mendalan mengenai fakta atau permasalahan yang berkaitan dengan objek
penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan
data yang berasal dari kepustakaan,” yang bersumber pada bahan hukum primer,
yaitu bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang
disebabkan karena bentuknya berupa peraturan, dimana dalam penelitian ini
digunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan akta notaris
dalam pemberian fidusia pada bank syariah. Adapun bahan hukum primer dalam
penelitian ini berupa:

a.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¢. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

e. Peraturan-Peraturan Bank Indonesia

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai
sumber hukum primer, seperti: buku-buku yang berkaitan dengan pemberian
jaminan fidusia dengan akta notaris di bank syariah, Kumpulan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Al-qur'an dan Hadits. Daam
penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tertier, bahan ini digunakan karena
untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan
ensiklopedia

Perolehan data sekunder tersebut menggunakan aat pengumpulan data
yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder maupun bahan hukum tertier dan juga melakukan wawancara
terarah dengan menggunakan pedoman wawancara kepada sumber informas
(informan), terdiri dari Notaris yang memiliki kemampuan/pengalaman dalam hal
akad-akad syariah dan Anggota Dewan Syariah Nasiona Maelis Ulama

Indonesia

° Ibid., him. 12.
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Data yang telah diperoleh tersebut kemudian di analisis secara kualitatif
untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Data yang
diperoleh melalui data sekunder yang didukung dengan wawancara dengan pihak
terkait dan studi terhadap dokumen tersebut dianalisis sehingga hasil dari
analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori,
konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam

rumusan masalah ini.

15 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan penelitian tesis ini dibagi dalam tiga bab, masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB 1 PENDAHULUAN.

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 ANALISIS PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN AKTA
NOTARIS PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN
SYARIAH (STUDI PT. BANK XX JAKARTA)

Dalam bab ini membahas 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab tentang Jaminan
Fidusia Dan Hukum-Hukumnya yang mencakup Jaminan Menurut Hukum
Islam dan Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif di Indonesia. Sub bab
tentang Tinjauan Umum Akad Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah
Pada Perbankan Syariah, yang mencakup Konsepsi Akad Menurut Hukum
Islam, dan Konsepsi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. Sub
bab Analisis Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada
Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah yang mencakup K etentuan
hukum yang mengatur pembebanan jaminan menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia, Penerapan pemberian jaminan fidusia pada
pembiayaan musyarakah sebagai akad dengan prinsip Profit and Loss
Sharing di perbankan syariah dan Bentuk akta notaris pada akad
pembiayaan musyarakah sebagai akad utama dan akta jaminan fidusia
sebagai akad pelengkap dalam hal pemberian jaminan fidusia pada Bank
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Syariah.

BAB 3 BAB PENUTUP
Bab ini memuat Simpulan dan Saran atas permasalahan yang diteliti
terkait dengan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip musyarakah pada
perbankan syariah.
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BAB 2
ANALISISPEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN AKTA NOTARIS
PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH
(STUDI PT. BANK XX JAKARTA)

2.1. JAMINAN FIDUSIA DAN HUKUM-HUKUMNYA
2.1.1. Jaminan Menurut Hukum Islam

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Zekerheid atau
cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditor
menjamin sepenuhnya tagihan. Pertanggungan jawab umum debitor terhadap
barang-barangnya.'® Gatot Suparmono, mendefinisikan jaminan sebagai berikut:

“Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditor dengan debitor
memperjanjikan sgiumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu

yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang sidebitor” .

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut
KUH Perdata) tidak memberikan pengertian mengena jaminan tetapi didalam
Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengatur tentang jaminan. Di dalam Pasal
1131 KUH Perdata disebutkan bahwa “ Segala kebendaan si berutang, baik yang
bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan
ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
Dan didalam Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan juga bahwa

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua
orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-
benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar
kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para
berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan”.

0 salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007), him. 21.

" Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan Yuridis, ed. Revisi, cet. 2,
(Jakarta: Djambatan, 1997), him. 56.
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Jaminan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan diberi arti sebagai ”keyakinan akan i’tikad baik dan kemampuan serta
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.** Sedangkan dalam
Undang-Undang Perbankan Syariah, tidak ada menyebutkan tentang jaminan
tetapi disebut dengan agunan. Dalam Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa:

"Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan

kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan
kewajiban Nasabah penerimafasilitas’.

Dalam hukum Islam, seluruh mazhab hukum syariah tidak membenarkan
meminta jaminan untuk akad yang bertujuan untuk melakukan transaksi
berdasarkan kemitraan. Namun dalam perbankan syariah, ada akad yang disebut
dengan rahn, yang mengandung makna “tetap dan bertahan”, para ulama
memaknainya sebagai " menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang”.™®
Sehingga agunan itu berhubungan dengan hutang piutang yang timbul
daripadanya.

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (figh) dibagi menjadi dua
jaminan yang berupa orang (personal guarancy) sering dikenal dengan istilah
kafalah dan jaminan yang berupa harta benda dikena dengan istilah rahn.
Kafalah menurut etimologi berarti al-dhamanah, hamalah, dan za’ aamah. Ketiga
istilah tersebut memilki arti yang sama, yakni menjamin atau menanggung.
Sedangkan menurut terminologi Kafalah adalah Jaminan yang diberikan oleh
kafiil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus
ditunaikan pihak kedua (tertanggung).® Sedangkan rahn akan dibahas lebih

lanjut.

2 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta, PT.Gramedia
Pusaka Utama, 2001), him. 282.

B3 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqjih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 227.

1" Wahbah Zuhaili, al-figh al-1slamy, Cetakan ke-6, (Beirut: Dar al-fikr, 2002), him.4141, dalam
makalah AH. Azharuddin Lathif, M.ag, Penerapan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan di
Perbankan Syariah, disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2008, di Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
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2.1.1.1. Rahn

Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. ”Akad

rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan”.™
Menurut Syafi’i Antonio, rahn adalah:

“Menahan salah satu harta milik s peminjam sebaga jaminan atas
pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai
ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan
untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan
hutang atau gadai” . *°

Rahn dianggap sempurna apabila barang yang dirahnkan itu secara hukum

telah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima

peminjam uang. Artinya apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak,

seperti rumah dan tanah, maka tidak mungkin tanah itu diberikan secara fisik,
tetapi dapat diberikan berupa aat bukti hak (sertipikat), demikian juga jika

jaminan itu mobil atau sepeda motor, maka yang diserahkan dapat berupa alat

bukti kepemilikannya yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-

MUI/111/2002 tentang Rahn menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan

barang sebagal jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan
sebagal berikut:

1)

2)

3)

Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun
tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya
pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban

Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan

15

16

17

Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia,
Cetakan.3, (Jakarta:K encana Prenada Media Group, 2007), him. 128-129.

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Bl dan
TazkiaInstitute, 1999), him. 213.

H. Kanny Hidaya, SE, MA, Wawancara pada tanggal 01 Juni 2011 di Sekretariat Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jalan Dempo Nomor 19, Jakarta.

Universitas Indonesia
Pemberian jaminan..., Humaira Ridanty, FH Ul, 2011.



14

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan Marhun.

a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk
segera melunasi utangnya.

b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual
paksa/dieksekus melalui lelang sesuai syariah.

c) Hasil penjudan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya
menjadi kewajiban Rahin.

Dasar hukum rahn ini bersumber dari al-qur’ an, hadits, ijma’ dan kaidah
figih. Di dalam Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-Bagarah, ayat 283, yang isi
terjemahannya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan
hendaklah dia bertagwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu
menyembunyikan kesaksian, karena barang Siapa
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hadits yang mengatur rahn bersumber dari hadits Nabi riwayat a-Bukhari
dan Muslim, hadits Nabi riwayat Al-Syafi’i, Al-Daraquthni dan Ibnu Mgjah, dan
hadits Nabi riwayat Jama ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa'i. Hadits Pertama dari
Aisyah r.a berkata: “ Sesungguhnya Rasulullah S.A.W pernah membeli makanan
dengan berhutang dari seorang Y ahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi
kepadanya.” (Hadits Riwayat Al Bukhari dan Muslim). Kedua dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah S.A.W bersabda “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari
pemilik yang menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung
resikonya.” (Hadits Riwayat Al-Syafi’i, Al-Daraguthni dan lbnu Mgah). Ketiga
dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S.A.W bersabda “Tunggangan (kendaraan)
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yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak
yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang
yang menanggung kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung
biaya perawatan dan pemeliharaan.” (Hadits Riwayat Jama ah, kecuali Muslim
dan Al-Nasa'i).*®

Para ulama telah bersepakat bahwa gadal itu boleh. Mereka tidak pernah
mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur
berpendapat; disyariatkan pada waktu tidak bepergian hal ini didasarkan pada
perbuatan Rasulullah SAW yang menjaminkan baju besinya kepada seorang
Yahudi ketika beliau menetap di Madinah. Sedangkan pada waktu bepergian
didasarkan pada surat al-Bagarah ayat 283 dan melihat kebiasaan pada waktu
Rasulullah SAW hidup, biasanya jaminan dilakukan pada saat bepergian.™
Disamping itu terdapat juga kaidah figih yang mengatur tentang rahn. Kaidah-
tersebut menyebutkan pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2.1.1.2. Rahn Tagily
Jaminan yang terkait dengan benda atau harta yang harus diberikan debitur
kepada kreditur (yang disebut dengan rahn) memilik bentuk khusus yang
dinamakan dengan rahn tagjily. Rahn tagjily adalah jaminan dalam bentuk barang
atas utang tetapi barang jaminan tersebut (Marhun) tetap berada dalam
penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada
Murtahin.®® Rahn tasjily dibolehkan yang dibuktikan dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/111/2008 tentang
Rahn Tasijily. Rahn tagjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada Murtahin.
b) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin.
Dan apabila terjadi wanprestas atau tidak dapat melunasi utangnya,

8 Mgjelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Mgjelis Ulama Indonesia Tentang

Rahn, Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002.

9 Antonio, op.cit., him. 213-214.

“ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Mgjelis Ulama Indonesia Tentang
Rahn Tagjily, Nomor 68/DSN-MUI/111/2008.
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Marhun dapat dijual paksa/eksekus langsung baik melalui lelang atau

dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

c) Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi
barang tersebut apabila terjadi wanprestas atau tidak dapat melunasi
utangnya

d) Pemanfaatan barang Marhun oleh Rahin harus dalam batas kewagjaran
sesual dengan kesepakatan.

€) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang
Marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung
oleh Rahin.

f) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang Marhun tidak boleh
dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

g) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada
pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ljarah.

h) Biayaasuransi pembiayaan rahn tagjily ditanggung oleh Rahin.

Dari uraian tentang konsep jaminan di atas, jelas bahwa eksistensi jaminan
diakui dalam hukum Islam. Untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas
kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitor)
kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban/prestasi (kreditor)
disebut dengan kafalah. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang
harus diberikan debitor (orang yang berhutang) kepada kreditor (orang yang
berpiutang) disebut dengan rahn.

2.1.2. Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pembangunan ekonomi sebagal bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Daam rangka memeihara dan meneruskan pembangunan  yang
berkesinambungan para pelaku pembangunan bak pemerintah maupun
masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar,
kebutuhan tersebut diperolen melalui kegiatan pinjam meminjam dengan
menggunakan objek jaminan yaitu benda bergerak yang berujud dan benda

bergerak yang tidak berujud maupun benda bergerak yang tidak dapat dibebani
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dengan Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan dibuatnya Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut dengan
Undang-Undang Jaminan Fidusia) dan telah diundangkan pada tanggal 30
September 1999, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat
mengenal peraturan jaminan fidusia sebagal salah satu sarana untuk membantu
kegiatan usaha dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum kepada para
pihak yang berkepentingan.

Lembaga Jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia
menguasal benda yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai
dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang
menjadi objek fidusia terbatas pada benda bergerak yang berujud dalam bentuk
peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi
objek fidusia termasuk juga benda bergerak yang tak berujud, maupun benda tak
bergerak.*

2.1.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia.

Sebaga suatu lembaga jaminan, pengertian fidusia telah ditemukan dan
dikenal dalam masyarakat hukum Romawi dengan nama fidusia cum creditore
contracta, yaitu janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor di mana
diperjanjikan debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada
kreditornya sebagai jaminan utang dengan kesepakatan bahwa kreditor akan
mengalihkan kembali kepemilikan atas suatu benda tersebut kepada debitor
bilamana utangnya sudah dilunasi.

Undang-Undang Jaminan Fidusia membedakan definisi fidusia dengan
jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan fidusia adalah pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda. Kemudian Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, .Jaminan fidusia adalah hak
jaminan atas benda bergerak bak yang berwujud maupun yang tidak berwujud
dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

2 purwadi Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Edis Revis Dengan Undang-Undang Hak
Tanggungan, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), him. 33.
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tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

2.1.2.2. Ciri-ciri Lembaga Fidusia.

Dari pasad-pasa Undang-Undang Jaminan Fidusia, lembaga fidusia
mempunyai ciri-ciri yaitu memberikan kedudukan preferen (mendahulu) pada
kreditor, mengikuti objek yang dijaminkan (droit de siute), memenuhi asas
spesialitas dan publisitas, mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Ciri
yang pertama adalah memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditor
penerima fidusia terhadap kreditor lainnya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penerima fidusia memiliki hak yang
didahulukan terhadap kreditor lainnya.

Hak yang didahulukan dihitung sgak tanggal pendaftaran benda yang
menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Hak yang
didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya
atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia Hak yang
didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau
likuidasi pemberi fidusia, karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada diluar
kepailitan dan atau likuidasi. Apabila atas benda yang sama menjadi objek
jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang
didahulukan ini diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada
kantor pendaftaran fidusia.

Ciri Lembaga Fidusia yang kedua adalah selalu mengikuti objek yang
dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada, hal ini diatur dalam ketentuan
Pasa 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia tetap mengikuti
benda yang menjadi objek jaminan fidusia didaam tangan siapapun benda
tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek

jaminan fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip “Droit de Suite’” yang
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merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya
dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Ciri yang berikutnya adalah memenuhi asas spesiaitas dan publisitas, hal
ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Asas spesidlitas adalah hak fidusia hanya dapat dibebankan atas barang-barang
yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, sedangkan asas publisitas adalah
hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam
register umum. Asas spesiaditas dan publisitas ini mengikat pihak ketiga dan
memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
sehingga setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke
Kantor Pendaftaran Fidusia

Ciri Lembaga Fidusia yang terakhir adalah mudah dan pasti dalam
pel aksanaan eksekusinya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang
Jaminan Fidusia. Dalam hal debitor atau pemberi fidusia cidera janji, maka
pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi
objek jaminan. Pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan dengan mudah dan pasti.

2.1.2.3. Ruang Lingkup, Objek, dan Subjek Dalam Jaminan Fidusia.

Ruang lingkup jaminan fidusia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2
Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa, Undang-undang ini
berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan
jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasa
3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa undang-undang ini
tidak berlaku terhadap :

a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas
milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan
objek Jaminan Fidusia.

b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua
puluh) M3 atau lebih.
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Cc) Hipotek atas pesawat terbang; dan
d) Gada.

Membicarakan ruang lingkup jaminan fidusia sebagaimana ketentuan
Pasal 2 di atas berarti membicarakan benda yang dapat dibebani jaminan fidusia.
Pengertian benda seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 adaah,
“segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun
yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia,
ditegaskan bahwa, “jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih
satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan
diberikan maupun yang diperoleh kemudian.” Ketentuan Pasal ini menegaskan
bahwa selain benda sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (4), yang dapat menjadi
objek jaminan fidusia adalah termasuk piutang. Jadi seseorang yang mempunyai
hak untuk menerima pembayaran dari orang lain, dapat mengagunkan haknya
tersebut sebagal pelunasan atas perikatan utang piutang (perjanjian kredit) yang
dibuatnya dengan pihak kreditor. Hal ini yang membuat lembaga jaminan fidusia
dapat menggantikan FEO (Fiduciare Eigendom Overdracht) dan cessie jaminan
atas piutang-piutang (zekerheidscessie van schuldvorderingen, fiduciary
assignment of receivables) yang dalam praktek pemberian kredit banyak
digunakan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur
bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, juga
benda termasuk piutang yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan
fidusia. Ini berarti benda dan piutang tersebut demi hukum akan dibebani dengan
jaminan fidusia pada saat benda dan piutang dimaksud menjadi milik pemberi
fidusia. Berkenaan dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda yang termasuk
piutang yang diperoleh kemudian itu, Pasal 9 ayat (2) menetapkan bahwa tidak
perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini dimungkinkan
karena dilakukan konstruksi hukum pengalihan hak kepemilikan sekarang untuk
nantinya (nu voor alsdan) terhadap benda dan piutang tersebut.

Mengenai objek jaminan fidusia ini selanjutnya dapat kita lihat ketentuan
Pasad 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan, “Kecuali
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diperjanjikan lain: (@) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi
objek jaminan fidusia, dan (b) jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal
benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.” Ketentuan ini rupanya
juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf | Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Y ang Berkaitan
Dengan Tanah dan Pasal 297 KUHDagang berkaitan dengan hipotik.

Objek jaminan fidusia sebagai yang disimpulkan dari Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Jaminan Fidusia dan sebagai yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat
(4) dan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mendapat penjabarannya lebih
lanjut dalam Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan, bahwa:
”Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap 1 (satu) atau lebih satuan atau jenis
benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun
yang diperoleh kemudian”. Dari ketentuan tersebut, objek jaminan fidusia bisa 1
(satu) benda tertentu atau lebih. Benda jaminan itu bisa merupakan benda yang
tertentu atau disebutkan berdasarkan jenis. Selanjutnya objek jaminan fidusia
meliputi, benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yaitu
piutang/tagihan dan tagihan itu meliputi baik yang sudah ada maupun yang akan
ada.

Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditor untuk didahulukan dalam
pengambilan pelunasan dari kreditor-kreditor lain, atas hasil penjualan suatu
benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan.
Tampak sekali dalam perumusan tersebut di atas, demikian pula jelas sekal
disebut, bahwa hak preferen tersebut tertuju pada hasil eksekusi/hasil penjualan
paksa di muka umum dengan konsekuensinya. Masalah prefensi baru tampak di
dalam suatu eksekusi.

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang
kreditor kedudukan yang lebih baik, karena:

a) Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas
tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda
tertentu milik debitor dan/atau

b) Ada benda tertentu milik debitor yang dipegang oleh kreditor atau terikat
kepada hak kreditor, yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan
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suatu tekanan psikologis terhadap kreditor. Di sini adanya semacam
tekanan psikologis kepada debitor untuk melunasi hutang-hutangnya
adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan
barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha
mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah
menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.

Menurut J. Satrio, hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat hak
kebendaan, memberikan warnatertentu yang khas, yaitu :

1) Mempunya hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitor.
2) Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada sigpa saja (semua orang).
3) Mempunyai sifat droit de suite, artinya hak tersebut mengikuti bendanya

di tangan siapapun berada.

4) Yang lebih tuamempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
5) Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.??

Atas dasar ciri-ciri tersebut, maka benda jaminan, pada hak jaminan
kebendaan, harus benda yang dapat diaihkan dan mempunya nilai jua
(ekonomis). Sedangkan hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan
kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari
seorang debitor yang dapat ditagih.

Adanya |ebih dari seorang debitor, bisa karena ada debitor serta tanggung
menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya
sebagal borg. Hak jaminan tampak sekali mempunyai arti penting, kalau kekayaan
yang dimiliki debitur tidak mencukupi guna melunasi semua hutangnya, atau
dengan perkataan lain kalau pasivanya melebihi aktivanya. Kalau kekayaan
debitor cukup untuk menutupi semua hutangnya, maka berdasarkan Pasal 1131
KUH Perdata semua kreditor akan menerima pelunasan, karena pada prinsipnya
semua kekayaan debitor dapat diambil untuk pelunasan hutang. Paling-paling
daam hal seperti itu ada kreditor yang lebih mudah dalam mengambil

pelunasannya, tetapi semuanya mempunyai kesempatan untuk terpenuhi.

2 ). Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
1996), him. 13.
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Permasalahan hak-hak jaminan baru muncul kalau ada lebih dari seorang
kreditor yang melaksanakan eksekusi. Jika hanya ada seorang kreditor sgja, maka
ia dapat dengan tenang mulai dengan melaksanakan eksekus atas barang yang
kesatu, kemudian barang yang kedua, ketiga dan selanjutnya sampai piutangnya
terlunasi semua atau barang debitor habis terjual.

Kaau ada lebih dari 1 (satu) orang kreditor, sebab kreditor yang lain
dapat melawan (verzetten) terhadap pengambilan uang hasil penjualan (Pasal 461
R.v) atau kreditor yang lain tersebut juga dapat meminta putusan hakim, agar ia
pun diberikan wewenang untuk melaksanakan eksekusi atas harta kekayaan
debitor dan dengan keputusan hakim dapat turut menikmati hasil penjualan yang
dilakukan atas inisiatif kreditor pertama (Pasal 201, Pasal 202, Pasa 203, dan
Pasa 204 HIR). Adanya kreditor lain yang turut menuntut eksekus dapat
mengakibatkan hakim membuat suatu daftar piutang dan menentukan urutan-
urutan tingkat kreditor (rangregeling) untuk pembagian hasil penjualan (Pasal 204
HIR, Pasal 484, Pasal 485 dan Pasal 486 R.v).

Mengacu pada pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang
Jaminan Fidusia maka jika membicarakan mengenal subjek jaminan fidusia harus
melihat pengertian dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia
adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek
jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau
korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan
fidusa

Pihak pemberi fidusia dalam praktik pemberian kredit tidak selalu
bertindak selaku debitor artinya antara pemberi fidusia dengan pihak debitor
berlainan. Disini terjadi satu pihak menyerahkan benda yang dimilikinya untuk
menjamin pihak lainnya dalam perikatan utang-piutang yang dibuat oleh pihak
lain tersebut. Sebaliknya penerima fidusia akan selalu bertindak selaku kreditor
dalam hubungan perikatan utang piutang yang dibuat.

Pasa 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tegas mengatakan,
bahwa fidusia biasa diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang penerima fidusia
Maksudnya adalah, bahwa benda jaminan fidusia yang sama diberikan sebagai
jaminan kepada lebih dari 1 (satu) orang kreditor. Karena penerima fidusia adalah
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kreditor yang mempunyal piutang (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Fidusia),
maka dapat dikatakan, bahwa fidusia dapat dipaka untuk menjamin lebih dari 1
(satu) orang kreditor.

Dari penjelasan atas Pasal 8 Undang-Undang Fidusia, dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Fidusia adalah penjaminan
yang dituangkan dalam 1 (satu) akta penjaminan. Hal itu dissimpulkan dari kata-
kata “kredit konsortium”. Bahwa jaminan itu bisa diberikan juga kepada kuasa
atau wakil dari penerima fidusia kiranya tidak perlu disebut. Kuasa dan wakil
bertindak untuk dan atas nama prinsipal/yang diwakili. Yang penting adalah
kuasa/wakil itu memenuhi semua syarat hukum untuk bertindak sebagai
kuasa/wakil. Menurut J. Satrio, kalau penjaminan kepada lebih dari satu kreditor
dituangkan dalam 1 (satu) akta penjaminan, tidak ada masalah, tetapi kalau hal itu
dituangkan dalam lebih dari 1 (satu) akta penjaminan, maka kita akan terbentur
kepada Pasal 17 Undang-Undang Fidusia®

Dengan adanya daftar urut-urutan tingkatan kreditor untuk pembagian
hasi| penjualan, maka kedudukan para kreditor diatur menurut kedudukan hukum
hak tagihan mereka. Piutang yang didahulukan (tagihan yang prefrent) mendapat
pelunasan lebih dahulu dari hasil eksekusi, sedang sisanya untuk para kreditor
konkuren, yang berarti bahwa kalau sisanya tidak mencukupi, para kreditor
konkuren tidak akan mendapatkan pelunasan sepenuhnya atau tidak sama sekali.

Dari definisi fidusia yang diberikan Undang-Undang Jaminan Fidusia
dapat dikatakan bahwa dalam Jaminan Fidusia itu terjadi pengalihan hak
kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Namun demikian pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda tidak dapat
dipersamakan dengan pengalihan hak kepemilikan seperti yang diatur dalam Pasal
584 jo. Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal 584 KUH Perdata
dinyatakan bahwa :

2 Ibid.
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“hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara
lain, melainkan dengan pengakuan (kepemilikan), karena perlekatan,
karena daluwarsa, karena perwarisan-perwarisan, baik menurut
undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena
penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata
untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak
berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.*

Sedangkan bunyi Pasal 612 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh,
dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau
atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan,
dalam mana kebendaan itu berada’. >

Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan sematas-
mata sebagal jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh
penerima fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian jaminan fidusia yang
dimaksud Pasa 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa
“Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk
memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji,
akan batal demi hukum”.

2.1.2.4. Terjadinya Jaminan Fidusia.
a). Pembebanan Jaminan Fidusia
Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris
dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasan undang-
undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:?®
1) Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian
sempurna.
2) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
3) Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang.
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka akta jaminan

fidusia sekurang-kurangnya memuat yaitu:

% Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook), cet.
40, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), ps. 584.

% |bid, ps. 612 ayat (1).

% patrik, Purwadi dan Kashadi, op.cit., him. 40.
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Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Identitas tersebut meliputi
nama lengkap, agama, tempat tinggal dan tempat kedudukan dan tanggal
lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia yaitu mengenai macam
perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.

Uraian mengena benda yang menjadi objek jaminan fidusia Uraian
tersebut cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut dan
dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam ha benda yang
menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan
(inventory) yang seldu berubah-ubah dan atau tidak tetap seperti stok
bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta
jaminan fidusia dicantumkan uraian mengena jenis, merk, kualitas dari
benda tersebut.

Nilai penjaminan.

Nilai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia.®’

b). Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada

Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima

fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang

telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap

kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka

untuk umum.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa

atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia,

meliputi:

1).
2).

3).
4).

Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris
yang membuat akta jaminan fidusia.

Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

Uraian mengena benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

" Widjaja, Gunawan dan Ahmad Y ani, op.cit., him. 135.
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5). Nilai penjaminan.
6). Nilai bendayang menjadi objek jaminan fidusia.

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam
Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal yang penerimaan
permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, Kantor
Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia
Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia
memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan
fidusia dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal
dicatatnya jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia

Daam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kats-kataz “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan
mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima
fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal
penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut
daam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Fidusia.

2.1.2.5. Eksekus Jaminan Fidusia.

Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekus terhadap benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara,
yaitu: %

1) Titel eksekutoria oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan
eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.

2) Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjual an.

3) Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan
dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

2 |bid, him. 46.
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Daam pelaksanaannya dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sgjak

diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya

dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak
menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak
mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat
meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam ha hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia
wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila
hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap
bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar.

2.2. TINJAUAN UMUM AKAD PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP
MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH.

2.2.1. Konseps Akad Menurut Hukum Islam
2.2.1.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Akad

Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam Hukum
Islam dinamakan dengan transaksi (akad). Agad menurut bahasa berarti ikatan (al-
rabth), kaitan (al-‘aqdah) atau janji (al-‘ahdu).”® Dikatakan ikatan (al-rabth)
maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan
mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan
menjadi seperti seutas tai yang satu.®® Kata al-‘aqdu terdapat dalam QS. Al-
Maidah (5): 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya” dan kata al-
‘ahdu terdapat dalam QS. Ali Imran (3) : 76, bahwa “ sebenarnya siapa yang
menepati janji (yang dibuat)nya dan bertagwa, maka sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang bertakwa” .

% Aiyub Ahmad, Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, cet. 1,
(Banda Aceh: Kiswah, 2004), him. xxix.

% Ghufron A. Mas' adi, Figih Muamalah Kontekstual, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002), him. 75.
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Para Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama), memberikan defifnisi akad
sebagai: "pertadlian antara ljab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya’.3* Sedangkan menurut H. Aiyub
Ahmad, apa yang disebut dalam bahasa Arab ‘aqd ialah suatu perbuatan
kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau
beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Transaksi
terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban
atas masing-masing pihak secara timbal balik.** Di dalam istilah Perbankan
Syariah Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan
pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai
dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008.%

Dari definisi tersebut di atas dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung
dalam akad, yaitu sebagai berikut;**

1) Pertaian ljab dan Kabul

ljab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau
menyetujua kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (gaabil). Ijab dan
Kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan
kabul ini beraneka ragam seperti diuraikan pada bagian rukun dan syarat-syarat
akad di belakang.
2) Dibenarkan Oleh Syara

Akad yang dlakukan tidak boleh bertentangan syari’ ah atau hal-ha yang
diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam
Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh
bertentangan dengan syari’ah. Jika bertentangan, maka akan mangakibatkan
akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan yang mengandung riba atau
objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak

' 1bid.,. him. 76.

Ahmad, op.cit., him. xxx.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan
Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Nomor 10/16/PB1/2008, ps.
1 ayat (7).

Mas adi, op. cit. him. 76-77.

®
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sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

3) Mempunya Akibat Hukum Terhadap Objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad

menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh

para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewgjiban yang
mengikat para pihak.

Jadi akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan
tasharruf.®® Mustafa Az-Zarga, mendefinisikan tasharruf adalah “segala sesuatu
(perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara’ menetapkan
atasnya sgjumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). Menurut Mustafa Az-Zarga
Tasharruf memiliki dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

a) Tasharruf fil'i (perbuatan). Tasharruf fil'i adalah usaha yang dilakukan
manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus
atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.

b) Tasharruf qauli (perkataan). Tasharruf gauli adalah usaha yang keluar dari
lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu
akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu
perbuatan hukum. Tasharruf gauli terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagal
berikut :

1) Tasharruf qauli aqdi adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan
dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mngucapkan ijab dan
kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini
disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan
diantara mereka.

2) Tasharruf qauli ghairu aqdi merupakan perkataan yang tidak bersifat
akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa
pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

(a) Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu pengadaan suatu hak atau
mencabut suatu hak (ijab sgja), secara ikrar wakaf, ikrar talak,
pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak sependapat
mengenai hal ini, bahwa ikrar wakah dan pemberian hibah

¥ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Y eni Salma Barlinti, op.cit., him. 48.
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bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya
ada pernyataan ijab sga tanpa ada pernyataan kabul, kedua
tasharruf ini tetap termasuk dalam tasharruf yang bersifat akad.

(b) Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengan melakukan
penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya
akibat hukum. Sebagal contoh, gugatan, pengakuan didepan hakim,
sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak
dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.*

2.2.1.2. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat-syarat yang
harus dipenuhi. Dimaksud dengan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk
sahnya suatu pekerjaan®’, sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah
ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan®®. Dalam
syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu
transaksi. Secara definisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau
tidaknya sesuatu itu”.*® Sedangkan syarat adalah ”sesuatu yang tergantung
padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang
ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada’.*°

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Figih, bahwa
rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia
termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang
kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu
sendiri. “* Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. la merupakan
bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka
shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu

% 1bid, him. 48-49.

3" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), him. 966.

% 1bid., him. 1114.

¥ Abdul Azis Dahlan, Ed. Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1996), him. 1510.

“1bid., him. 1691.

*1bid., him. 1692.
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merupakan bagian dari di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat
menjadi tidak sah.*?

Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan
oleh para ahli figih. Dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad
hanya sighat al-‘aqd, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah al-
‘agidain (subjek akad) dan mahallul ‘aqd (objek akad). Karena al-agidain dan
mahallul ‘aqd bukan merupakan bagian dari tasharruf agad (perbuatan hukum).
Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab
Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Sihab al-
Karikhi, bahwa al-*agidain dan mahallul ‘aqd termasuk rukun akad karena kedua
hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad™®.

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah al-‘aqgidain,
mahallul ‘aqd, dan sighat al-aqd. Sedangkan Musthafa Az-Zarga, selain al-
‘agidain, mahallul *aqd, dan sighat al-aqd juga ditambah dengan maudhu’ ul *aqd
(tujuan akad), dengan menyebut sebagai mugawimat ‘aqd (unsur-unsur penegak
akad). Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan

komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.**

2.2.1.3. Momentum Terjadinya Akad

Menurut hukum Islam akad telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak
pada saat mengucapkan akad untuk mengadakan suatu perjanjian. Persesuaian
kehendak antara kedua belah pihak dalam akad harus diucapkan. Ucapan adalah
sebagal bukti bahwa mereka telah tercapa persesuaian kehendak mengenai barang
dan harga dalam perjanjian tersebut.*® Bentuk persesuaian kehendak itu dapat
berupa sighat agad yang berupa ijab atau penyerahan oleh pihak yang satu
disertai dengan gabul (penerimaan) oleh pihak yang lain, yang dilakukan secara
lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Saat mengucapkan pernyataan untuk menjual
suatu barang, begitu juga pihak lain, berarti ia telah menyatakan kesediaannya
untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian

2 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Y eni Salma Barlinti, op. cit., him. 50.

“ Masadi, op. cit., him. 79.

“ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, cet.3, ed. 2,
(Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), him. 23.

% Ahmad, op.cit., him. 25.
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tersebut. Pernyataan itu mengandung komitmen untuk mengadakan suatu
perjanjian sehingga berakibat mewajibkan pihak yang satu untuk menyerahkan
barang dan berhak menerima harga, demikian juga pihak yang lain berkewajiban
menyerahkan sgumlah harga dan berhak atas suatu barang sebagal kontra
prestasinya.

Menurut hukum Islam, adapun yang menjadi dasar untuk adanya
perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-
janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum
tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbulah hubunganhukum yang
mengikat, masing-masing pihak berkewgjiban untuk melaksanakannya
sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama Hal ini dikarenakan
dalam Islam mewagjibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang
telah mereka buat secara sukarela, seperti disebutkan dalam Al-Qur’ an, Surat Al-
Maidah (5) : 1, yang artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-
janjimu... Selain itu setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang harus dapat
dipegang, hal ini sesuai dengan tuntunan yang diamanahkan oleh Rasulullah
SAW: “Tanda orang munafik ada tiga, yakni apabila berbicara ia berdusta,
apabila ia berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berhianat” . *

Sedangkan Imam Malik, menyebutkan bahwa perjanjian jual-beli telah
terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berada dalam suatu majelis
atau tempat, kecuali ada alasan untuk itu. Sementara itu, menurut Imam Syafi’i,
transaksi ekonomi biasa telah terjadi dengan kata-kata kinayah (sindiran).*’
Sedangkan Ibnu Rusyd, menyebutkan bahwa ijab dan gabul mempengaruhi
terjadinya perjanjian jul-beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak
yang lain. Penjua mengatakan maksudnya untuk menjual, tetapi pembeli diam
sgja dan tidak menerima jua beli sehingga kedua belah pihak berpisah kemudian
pembeli datang berkata “saya terima’, kate-kata tersebut tidak mengikat si

penjual.®®

“®Ibid., him. 43.

" Ibid., him. 45.

“ |bn Rusyd, Badayah al-Mujtahid, Jilid.VIll, dalam Aiyub Ahmad, Transaksi Ekonomi
Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, cet. 1, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), him. 47.
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Abdoerracef, mengemukakan terjadinya suatu perikatan (al-' agdu) malalui

3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:*

1)

2)

3)

Al-‘Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut paut dengan
kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk
mel aksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT
dalam QS. Ali Imran (3) : 76: " sebenarnya siapa yang menepati janji
(yang dibuatnya) dan bertagwa, maka sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertagqwa” .

Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagal reaks terhadap janji yang
dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesua dengan
janji pihak pertama.

Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka
terjadilah apa yang dinamakan ‘akdu’ oleh Al-Qur’an yang terdapat dalam
QS. Al-Maidah (5):1 :” Hai orang-orang yang berimanpenuhilah akad-
akad itu...”. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah
pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘ahdu’ itu tetapi
‘akdu.

Sedangkan A Gani Abdullah, daam Gemala Dewi dkk, menyatakan

bahwa dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya
adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila
dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab
dan kabul), maka terjadilah ‘ agdu (perikatan).>

2.2.1.4. Berakhirnya Akad.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapal tujuannya. Selain

telah tercapa tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh
(pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab

49 Abdoerraoef, Al-qur’an dan Ilmu Hukum: A Comparative Sudy, (Djakarta: Bulan Bintang,
1970), him, 122-123.
0 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Y eni Salma Barlinti, op. cit., him. 47.
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sebagai berikut:>

a)

b)

d)

f)
9)

Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan
syara’, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jua beli
barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau
majelis.

Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena
merasa menyesal atas akad yang baru sgja dilakukan. Fasakh dengan cara
ini disebut igalah. Dalam hubungan ini hadits Nabi Riwayat Abu Daud
mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan
orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, Allah akan
menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh
pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar
nagd) penjua mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli,
dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar,
akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli daam waktu yang
ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak
membayar, akad menjadi rusak (batal).

Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka
waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

Karenatidak mendapat izin pihak yang berwenang.

Karena kematian. Mengenal kematian ini, terdapat perbedaan pendapat
diantara para fukaha mengena masalah apakah kematian pihak-pihak yang
mel akukan akad mengakibatkan berakhirnya akad.

2.2.2. Konsepsi Dasar Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah.

2.2.2.1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Menurut Veithzal Rizal istilah “kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu

“cedere’” yang berarti “percaya’ dan kepercayaan ini adalah merupakan dasar dari

1 |bid., him. 92-93.
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setiap perjanjian.>* Sementara Edy Putra Tje’ Aman mengartikan “kredit adalah
suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu
akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang dengan suatu
kontra prestasi berupa bunga’.>® Sedangkan Hasanuddin Rachman menyatakan
bahwa “kredit adalah pemberian prestasi berupa uang atau barang dengan balas
prestas”.> Definisi kredit dapat diketahui dalam Undang-Undang Perbankan
Pasal 1 ayat (11):

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga’.

Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum mendefinisikan kredit, Pasal 1 ayat (5) yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunas utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga, termasuk:

a.  Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah
yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;

b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;

c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investas yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang tela direncanakan.™
Selain itu di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (25) istilah

pembiayaan diartikan:

%2 Veithzal Rivai, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), him. 20.

% Edy Putra Tje’Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, (Yogyakarta: Liberty, 1985),
him. 2.

Hasanuddin Rachman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), him. 106.

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan AMP YKPN, 2005), him. 17.
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Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu berupa:

a. transaks bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b. transaks sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

c. transaks jua beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan
istishna’;

d. transaks pinjam meminjam dalam bentuk piutang gard; dan

e. transaks sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaks
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dalam imbalan ujrah, tanpa
imbalan, atau bagi hasil.

Sedangkan definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam Undang-
Undang Perbankan Pasal 1 ayat (12):

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setel ah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan
antara pembiayaan dan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah sama-sama
merupakan penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu. Dan
perbedaannya adalah balas jasalprestas yang diberikan nasabah pembiayaan
syariah balas jasanya imbalan atau bagi hasil (nisbah) walaupun tidak semua
produk yang disgiikan menggunakan sistem ini, sedangkan dalam kredit
imbalannya adalah bunga (interest loan).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat
dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produks dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik
usaha produk perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan
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konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dud), yaitu diantaranya:

a). Kebutuhan Primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang,
seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa
jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

b). Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara
kwantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari
kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah,
kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata,
hiburan dan sebagainya.>®

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek

sebagal berikut:

1) Aspek syariah, berarti dalam setigp realisasi pembiayaan kepada para
nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syari’at Islam (antara
lain tidak mengandung maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya
harus halal).

2) Aspek ekonomi, berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah,
bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi
bank syariah maupun bagi nasabah syariah.>

2.2.2.2. Prinsip Profit and Loss Sharing dan Revenue Sharing

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang melakukan perjanjian atau ikatan
bersama di dalam melakukan kegiatan usaha Di dalam usaha tersebut
diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara
kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah
merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam aturan syariah
hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).
Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah
terdiri dari dua sistem, yaitu Profit Sharing, dan Revenue Sharing.

a) Pengertian Profit Sharing

Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Kerja sama Gema
Insani Press dan Tazkia Institute, 2001), him. 168.
" Muhammad, op. cit., him. 2.
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profit sharing. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi
keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian |aba.>® Profit secara
istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue)
suatu perusshaan lebih besar dari biaya total (total cost)®®. Fatwa Dewan
Syariah Nasiona Magjelis Ulama Indonesia Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000
tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah,
mendefinisikan profit sharing adalah “Bagi hasil yang dihitung dari
pendapatan setel ah dikurangi biaya pengelolaan dana’.

Istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan
kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaye-
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.* Pada
perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing,
hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari
pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk
dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola dana
(entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di manadi antara
keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat
keuntungan akan di bagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal
perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung
bersama sesual porsi masing-masing.

b) Pengertian Revenue Sharing

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata
yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah
bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian.®* Revenue sharing
berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Revenue (pendapatan)
dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan

dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang

Muhammad, op. cit, him. 101.

Christoper Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1994), him.
534.

Tim Penggembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan
Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2002), him. 264.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, cet. 21, (Jakarta: PT. Gramedia,

1995).
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dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue).®® Arti lain revenue
merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang
dihasilkan dari kegiatan produks dikalikan dengan harga barang atau jasa
dari suatu produksi tersebut. Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang
terdiri dari total biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit)
merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya distribus penjualan,
administrasi dan keuangan.®®

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesmpulan bahwa arti
revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari
hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total
pengel uaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebui.
Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan
ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut, di
dalamnya meliputi modal (capital) di tambah dengan keuntungannya (profit).
Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan, yang dimaksud dengan
revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima
dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang
diberikan oleh bank. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang
diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva
produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan
selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.®*

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan
istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari tota
pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan
dana® Lebih jelasnya revenue sharing dalam arti perbankan adalah
perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang
diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada

62
63

65

Christopher Pass, op.cit., him. 583.

Ibid., him. 473.

[bid.

Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan
Syariah, Ed.I, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasiona MUI dengan Bank
Indonesia, 2001, him. 87.
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pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor
(gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk
pendanaan bank.

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah
secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah,
Mudharabah, Muzara’ ah dan Musyagah. Namun pada penerapannya prinsip
yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya yang dipergunakan
pada bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad Musyarakah
dan Mudharabah.

2.2.2.3. Pembiayaan Musyarakah
2.2.2.3.1. Tinjauan Umum Akad Musyarakah

Dilarangnya praktik riba dalam bidang muamalat perbankan Islam oleh
ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka dalam gjaran Islam diberikan metode
lain, yaitu melalui mudharabah dan musyarakah. Kata musyarakah bersumber
dari akar kata sy-r-k, yang dalam Al-Qur’ an, disebutkan sebanyak lebih kurang
170 kali, walau tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah musyarakah
persis dengan arti kata kemitraaan dalam suatu kongsi bisinis®. Istilah lain yang
digunakan untuk musyarakah adalah syarikah atau syirkah.

Dalam bahasa Inggris musyarakah diterjemahkan dengan istilah
partnership. Sedangkan  olen  lembaga-lembaga  keuangan Islam
menerjemahkannya dengan istilah participation financing. Dalam bahasa
Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian.
Musyarakah atau syirkah dari segi bahasa berarti percampuran.®’ Dalam hal ini
mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan
satu sama lain. Sedangkan menurut syara’, syrikah (perseroan) adalah transaks
antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang

bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan.®®

% Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), him. 88.

 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: Ull Press, 2004), him. 79.

% Tagyuddin An-Nabhani, Membangun Sstem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,
Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), him. 153.
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Para fuguha mendifinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang
berserikat dalam hal modal dan keuntungan.®® Secara teknis dalam aplikas
perbankan, musyarakah adal ah kerja sama antara pemilik modal atau bank dengan
pedagang/pengel ola, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi modal
dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi
ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat.”® Sehingga musyarakah
dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat
menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat
untuk masyarakat. Musyarakah dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang
dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Bagi bank-bank Islam, musyarakah
dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazim bersifat jangka pendek,
atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga
jangka panjang.”

Sutan Remy Sjahdeini, mengatakan bila musyarakah atau syirkah
dilakukan sebagal transaks bank atau oleh lembaga pembiayaan tidak lain
merupakan usaha patungan (joint venture) dengan para mitranya terdiri atas bank
atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Sebagai suatu usaha
patungan, maka dapat diberlakukan semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi
perjanjian usaha patungan di antara para mitra usaha. Dapat pula musyarakah ini
dilakukan sebagai suatu modal ventura.”

Secara sederhana musyarakah dapat diartikan akad kerja sama usaha
patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu
jenis usaha yang hala dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank
disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam
suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha
mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang
dibiayai. Pors pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan

% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 13, Alih Bahasan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT.
Alma arif, 1996), him. 174, dalam Rachman Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di
Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), him. 19.

7 Tim Penggembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, op.cit., him. 181.

™ Saeed, op.cit., him. 93.

2 Sutan Remy Sjahdeini, 2000, him. 62-63, dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum
Perbankan Islam Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), him. 19.
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pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah
pihak. Apabilaterjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama
sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut
serta mengelola usaha tersebut.”

Jadi dapat dikatakan bahwa musyarakah atau syirkah adaah
keikutsertaaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah
modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama
menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan
menurut bagian yang ditentukan sesuai jumlah kontribusi modal dan kesepakatan.
Syirkah atau musyarakah yang dikenal didunia perbankan adal ah salah satu sistem
dasar bagi bank-bank islam. Sistem ini melahirkan pemikiran eksistensi bank
Islam yang bukan hanya menyuplai dana akan tetapi sebagal partner bagi para
nasabah.

Skema Al-Musyarakah™

NasabahPar sial Bank Parsial
Asset Value Pembiayaan
A \ A
Proyek Usaha

Bagi Hasil Keuntungan Sesui Porsi
Kontribusi Modal (Nisbah)

2.2.2.3.2. Landasan Hukum Musyar akah
Landasan hukum mengenai Musyarakah di Indonesia dapat dilihat dari dua
segi hukum yaitu hukum syariah dan hukum positif.

” Ibid., him.19.
" Gemaa Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, cet. 4, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 98.
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a) Landasan Hukum Syariah.

Diddam Hukum syariah yang menjadi landasan hukum musyarakah
mengacu kepada asal-usul dan diterimanya prinsip musyarakah, yaitu Al-
Qur'an, Al-Hadits, Ijma dan Kaidah Figh. Dalam Al-Qur’an diatur dalam
surat As-Shad dan surat Al-Maidah. QS. As-Shad (38): 24: yang
terjemahannya “ ....... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali
orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah
mereka ini....” dan QS. Al-Ma'idah (5):1 : yang terjemahannya ” Hai orang
yang beriman, penuhilah akad-akad itu....” .

Dalan Hadist Qudsi yang diriwayatkan olen Abu Hurairah bahwa
Rasulullah SAW telah bersabda : ” Allah SWT berfirman : ‘Aku adalah pihak
ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku
keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh a-Hakim, dari
Abu Hurairah). Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin ’Auf
" Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka Kkecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau mengahalalkan yang haram.”

Tagrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh
masyarakat pada saat itu. Ijma Ulama atas bolen musyarakah dan dalam
kaidah figh yang terjemahannya adalah ” Pada dasarnya, semua bentuk

muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaharamkannya.”

b) Landasan Hukum Positif.

Diddam Pasa 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan Syariah
memberikan pengertian prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
Salah satu kegiatan perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan berupa
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transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah.”

Landasan Hukum mengena pembiayaan musyarakah ditetapkan oleh
Dewan Syariah Nasional, Mgjelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Musyarakah yang ditetapkan pada tanggal 13 April tahun 2000 atau 08
Muharram 1421 H. Didaam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan
tentang Pembiayaan Musyarakah antara lain mengenai pernyataan ijab dan
gabul yang harus dinyatakan oleh para pihak, pihak-pihak yang berkontrak
harus cakap hukum, obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian), dan
biaya operasional dan persengketaan.

Ketentuan yang pertama mengenai pernyataan ijab dan gabul harus
dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad). Pernyataan tersebut dinyatakan dengan
memperhatikan penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan
tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat
kontrak, dana akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Ketentuan yang kedua mengenai pihak-pihak yang berkontrak harus cakap
hukum. Cakap hukum yang dimaksud adalah dengan memperhatikan
kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, Setiap
mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan
kerja sebagal wakil, setigp mitra memiliki hak untuk mengatur aset
musyarakah dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang
kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan dianggap telah diberi
kewenangan untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan
kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang
disenggja, dan seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau
menginvestasikan untuk kepentingannya sendiri.

Ketentuan yang ketiga adalah obyek akad, yang meliputi modal, kerja,
keuntungan dan kerugian. Modal tersebut diberikan dengan memperhatikan

" Pasal 1 ayat 25 (a) Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan pengertian pembiayaan
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, salah satunya adalah
berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
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Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, dan atau yang nilainya
sama, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang atau
menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar
kesepakatan, dan pada prinsipnya pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan.
Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS, dan meminta
jaminan. Obyek akad tentang kerja mengatur mengenai partisipas para mitra
dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi,
kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh
mel aksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiagp mitra
melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari
mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan
dalam kontrak. Objek akad yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian.
Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan
perbedaan dan sengketa pada waktu alokas keuntungan atau penghentian
musyar akah, dan setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal
yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan jika
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan
kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam
akad. Sedangkan kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional
menurut ssham masing-masing dalam modal.

Ketentuan pembiayaan musyarakah yang terakhir adalah mengenai biaya
operasional dan persengkataan. Biaya operasional dibebankan pada modal
bersama, dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi
perselishan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawar ah.

2.2.2.3.3. Rukun dan Syarat Musyarakah
Menurut syara’, syirkah atau musyarakah adalah transaks antara dua
orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat
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finasia dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseroan tersebut
mengaharuskan adanya ijab dan gabul sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi
yang lain. Bentuk ijab-nya adalah :” Aku mengadakan perseroan dengan anda
dalam masalah ini”, kemudian yang lain menjawab (gabul) :” Aku terima”. Akan
tetapi, tidak harus selalu memaka ungkapan di atas, yang penting maknanya
sama. Artinya, didalam menyatakan ijab dan gabul tersebut harus ada makna yang
menunjukakan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain
baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan kerja sama (perseroan) dalam
suatu masalah. Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Oleh karena itu,
adanya kesepakatan untuk melakukan perseroan sgja, masih dinilai belum cukup;
termasuk kesepakatan memberikan modal untuk perseroan sgja, juga masih dinilai
belum cukup, tetapi harus mengandung makna bekerja sama (melakukan
perseroan) dalam suatu urusan. Syarat sahnya dan tidaknya transaksi perseroan
amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang
bisa dikelola, dapat diwakilkan sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-
sama mengikat para pihak.”®
Rukun Syirkah sebagaimana umumnya akad terdiri atas;’’ adaijab dan ada
kabul. ljab yaitu pernyataan pihak pertama, sedangkan Kabul yaitu persetujuan
pihak kedua. Selain Rukun, syirkah mempunyai Syarat yang terdiri atas: ™
1) Subjek adalah orang yang beraka sehat, dewasa dan cakap bertindak
hukum. Para pihak yang berkecakapan untuk menjadi wakil atau
mewakilkan, yaitu mereka yang berakal sehat dan telah tamyiz.
2) Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan
setiap anggota syirkah bertindak hukum atas nama seluruh anggota.
3) Para pihak melakukan perjanjian sukarela.
4) Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota adalah bagian dari
kesel uruhan keuntungan yang ditentukan secara presentase.
5) Barang modal atau uang umumnya dapat dihargai dan disertakan oleh

masing-masing sekutu untuk disatukan.

" Tagyuddin An-Nabhani, op. cit., him. 153.

" Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, op.cit., him. 24.

8 1bid., him. 24-25.
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2.2.2.3.4. Jenis-Jenis Musyar akah

Syirkah atau musyarakah terdiri dari dua macam yaitu musyarakah
kepemilikan dan musyarakah akad. musyarakah pemilikan tercipta karena
warisan, wasiat, atau kondis lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset
oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau
lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang
dihasilkan aset tersebut.”

Sementara itu musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan di mana dua
orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal
musyarakah, merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah
akad terbagi menjadi: syirkatul 'inan, syirkatul mufawadhah, syirkatul a mal,
syirkatul wujuh, dan syirkatul mudharabah.*® Penjelasan dari masing-masing
jenis-jenis musyarakah tersebut, adalah sebagai berikut:

(1) Syirkatul ‘Inan
Syirkatul ‘Inan adalah kontrak dua orang atau lebih. Setiap pihak
memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.
Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah
disepakati diantara mereka. Akan tetapi pors masing-masing pihak, baik
dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai
dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis
musyarakah ini.
(2) Syirkatul Mufawadhah
Syirkatul mufawadhah adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk
melakukan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan-ketentuan
sebagal berikut:
a. Samanya modalnya masing-masing. Seandainya salah satu partner
memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.
b. Mempunya wewenang bertindak yang sama. Makatidak sah syirkah
antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
c. Mempunya agama yang sama. Syirkah muslim dengan non muslim
tidak boleh.

" Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, op.cit, him. 91.
% Ibid., him. 92-93.
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d. Bahwa masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia
beli dan ia jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak
dibenarkan salah satu diantara mereka mempunya wewenang lebih
dari yang lainnya®

Jika pada keseluruhan ini terdapat kesamaan, syirkah dinyatakan sah dan

jadilah masing-masing menjadi wakil partnernya dan sebagai penjamin, yang
segala akad dan tindakannya akan dimintakan pertanggung jawaban oleh
partner lainnya.
(3) Syirkatul A'mal
Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan
itu, misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek,
atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam
kantor. Syirkah ini disebut juga syirkah a mal (syirkah kerja), atau Syirkah
abdan (syirkah fisik), atau syirkah shana’i (syirkah paratukang), atau syirkah
tagabbul (syirkah penerimaan.
(4) Syirkatul wujuh
Syirkatul wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang
memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli
barang secara kredit dari suatu perusahan dan menjual barang tersebut secara
tunai. Mereka berbagi dalam tiap keuntungan dan kerugian berdasarkan
jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tigp mitra. Jenis musyarakah
seperti ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit
berdasarkan jaminan tersebut. Karenanya kontrak ini lazim disebut
musyar akah piutang.
(5) Syirkatul Mudharabah
Menurut Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) hurup ¢ Undang-Undang
Perbankan Syariah definist mengenai akad mudharabah adalah:

“yang dimaksud dengan “Akad Mudharabah” dalam pembiayaan
adalah Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik,
shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal
dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak

8 Figih Sunnah Jilid 13, Alih Bahasan Kamaluddin A. Marzuki, Op. Cit., him. 177.
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selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesual
dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan
kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuai jika
pihak kedua melakukan kesalshan yang disengaja, lda atau
menyalahi perjanjian”.

Para ulama berbeda pendapat tentang mudharabah, sebagian ulama ada yang

menganggap bahwa syirkatul mudharabah termasuk kepada musyarakah dan

sebagian ulama lain berpendapat mudharabah diluar dari musyarakah.

2.2.2.3.5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan M usyar akah Bagi Bank Syariah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, di

antaranya adal ah sebagai berikut;*

1) bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat
keuntungan nasabah meningkat;

2) bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan
pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah
mengalami negative spread;

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas
usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha besar dan
halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan
benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;

5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah.

Sedangkan risiko dari akad Musyarakah bagi bank syariah adalah sebagai
berikut:®

1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang
disebut dalam kontrak;

2) Laa dan kesalahan yang disengaja;

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnyatidak jujur.

8 Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, op.cit,., him. 93.
® lbid., him. 94.
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2.3. ANALISIS PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN AKTA
NOTARIS PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN
SYARIAH (STUDI PT. BANK XX JAKARTA)

2.3.1. Analisis Ketentuan Hukum yang Mengatur Pembebanan Jaminan
Fidusa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
Adanya jaminan dalam pembiayaan syariah didasarkan atas pemahaman

dalam surat Al-Bagarah ayat 283 yang menyebutkan bahwa dalam bermuamalah
barang yang dijadikan jaminan/pertanggungan dipegang/dikuasai oleh pemberi
utang, sehingga barang tersebut yang dijadikan sebagai rahn. Akan tetapi hal
tersebut dilakukan apabila bank dan nasabah tidak saling mempercayai.®* Dan
inilah yang menjadi dasar prinsip kehati-hatian di bank syariah.

Perbankan syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan
pembiayaan yang sehat diwujudkan dengan adanya jaminan atau agunan dari
nasabah penerima pembiayaan. Jaminan atau agunan ini berfungs untuk
mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah penerima
pembiayaan untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan
perjanjian. Dengan demikian apabila dilihat penjelasan yang diuraikan dalam Al-
Quran surat Al-Bagarah ayat 283, maka ayat tersebut dapat dijadikan dasar
hukum dalam penggunaan jaminan fidusia pada pembiayaan syariah, selain
sebagal dasar hukum bagi rahn (gadai). Pada fidusia, barang yang dijaminkan
tetap dalam penguasaan pemberi fidusia dan yang beralih hanya hak kepemilikan
dari barang tersebut.

Daam praktik pembiayaan syariah di PT.Bank XX, keberadaan jaminan
ternyata menjadi hal yang lebih diutamakan oleh bank dibandingkan dengan
sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debitur akan mampu mengembalikan
pembiayaan yang diterimanya. Untuk lebih meyakinkan bahwa jaminan yang
diberikan akan mampu menjamin pengembalian pembiayaan bila terjadi
wanprestasi, maka jaminan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan

8 Departeman Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya dengan Transliterasi
Arab dan Latin, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2001), hal. 102. Hal ini tercatat dalam catatan
kaki yang merupakan keterangan yang terkandung dalam Q.S. 2: 283, yang menyatakan barang
penanggungan dikuasai oleh pemberi utang.
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pengikatan.®

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan di dalam praktik sudah
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’ an dan Hadist, karena Al-Quran
memerintahkan umat untuk menulis tagihan utang dan jika perlu memintajaminan
atas utang tersebut. Dalam surat Al-Bagarah ayat 283, yang menyatakan adanya
jaminan dalam bersyariah dan merupakan dasar hukum adanya pemberian
jaminan fidusia pada Bank Syariah. Ayat ini bukan hanya dasar bagi ar-rahn yang
merupakan akad tambahan dalam perbankan syariah tapi juga dasar bagi akad
tambahan lainnya termasuk didalamnya adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia dalam pembiayaan pada bank syariah sudah ada ketentuan
fatwa yang mengaturnya yaitu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/II1/2008 tentang rahn tagily. Ada
beberapa persamaan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Jaminan
Fidusia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut.

Persamaannya yaitu:
Undang-Undang Fatwa DSN MUI
No Nomor 42 Tahun 1999 Nomor 68/DSN-MUI/111/2008
Tentang Jaminan Fidusia Tentang Rahn Tagily

1 | Diddam Pasa 1 ayat (1), fidusia | Didalam ketetapan pertama, Rahn
adalah pengalihan hak kepemilikan | Tagily adaah jaminan dalam
suatu benda atas dasar kepercayaan | bentuk barang atas utang tetapi
dengan ketentuan bahwa benda | barang jaminan tersebut (Marhun)
yang hak kepemilikannya dialihkan | tetap berada dalam penguasaan
tersebut tetap dalam penguasaan | (pemanfaatan) Rahin dan bukti
pemilik benda. kepemilikannya diserahkan
kepada Murtahin.

2 | Didalam Pasal 29 ayat (1), Apabila | Didalam ketetapan kedua huruf
Pemberi Fidusia cidera janji, | (b), ....apabila terjadi wanprestasi
eksekusi terhadap benda vyang | atau tidak dapat melunas

menjadi  objek Jaminan Fidusia | utangnya, Marhun dapat dijual

& Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti,
2000), him. 400.
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dapat dilakukan dengan cara
pelaksanaan titel  eksekutorial®
oleh Penerima Fidusia, penjuaan
benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia atas kekuasaan Penerima
Fidusia sendiri melalui pelelangan
umum, dan penjualan di bawah

tangan.

paksa/dieksekus langsung baik
melalui lelang atau dijual ke pihak

lain sesuai prinsip syariah.

Didalam Pasal 30, Pemberi Fidusia
wajib menyerahkan benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia
dalam rangka pelaksanaan eksekusi

Jaminan Fidusia

Didalam ketetapan kedua huruf
(c), Rahin memberikan wewenang
kepada Murtahin untuk
mengeksekusi  barang tersebut
apabila terjadi wanprestas atau
tidak dapat melunasi utangnya.

Diddam Pasa 19-24, diatur
mengenai  Pengalihan  Jaminan
Fidusia

Didalam ketetapan kedua huruf
(d), Pemanfaatan barang Marhun
oleh Rahin harus dalam batas
kewajaran sesuai kesepakatan.

Diddam Pasa 10 huruf (b),
disebutkan kecuali diperjanjikan
lan Jaminan Fidusa klaim
asuransi, dalam ha benda yang
menjadi objek jaminan fidusia

diasuransikan.

Adanya Asuransi terhadap barang,
ini diatur didalam ketetapan kedua
huruf ~ (h), biaya asurans
pembiayaan Rahn Ragily
ditanggung oleh Rahin.

Selain adanya persamaan antara ketentuan Jaminan Fidusia dengan

perbedaan tersebut yaitu:

Universitas Indonesia

Pemberian jaminan..., Humaira Ridanty, FH Ul, 2011.

ketentuan Rahn Tagjily terdapat juga perbedaan antara keduanya. Mengenai

% penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia, ps. 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melaui
pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebuit.



Undang-Undang

Fatwa DSN MUI

No Nomor 42 Tahun 1999 Nomor 68/DSN-MUI/111/2008
Tentang Jaminan Fidusia Tentang Rahn Tagjily

1 |Diddam Pasa 5 ayat (1), | Tidak ada ketetapan yang mengatur
Pembebanan benda dengan Jaminan | tentang Rahn Tagjily dibuat dengan
Fidusia dibuat dengan akta notaris | aktanotaris.
ddam Bahasa Indonesa dan
merupakan akta jaminan fidusia.

2 | Didadam Pasal 11-18, benda yang | Tidak ada ketetapan yang mengatur
dibebani dengan Jaminan Fidusia | tentang pendaftaran Rahn Tagjily.
wajib  didaftarkan, pendaftaran
dilakukan pada Kantor Pendaftaran
Fidusia Setelah dilakukan
pendaftaran, Kantor Pendaftaran
Fidusia menerbitkan dan
menyerahkan  kepada Penerima
Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia
yang tercantum kata-kata "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA
ESA.”

3 | Diddam Pasa 25-26, diatur | Tidak ada ketetapan yang mengatur
mengenai hapusnya  Jaminan | tentang hapusnya Rahn Tagjily.
Fidusia.

4 | Tidak ada pasal yang mengatur | Didalam ketetapan kedua huruf (e)

tentang biaya pemeiharaan dan
penyimpanan benda yang dibebani
dengan jaminan fidusia.

dan  (g),  Murtahin

mengenakan biaya pemeliharaan

dapat

dan penyimpanan barang Marhun
(berupa bukti sah kepemilikan atau
sertifikat) yang ditanggung oleh
Rahin, didasarkan pada pengeluaran
dan beban

yang riil lainnya
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beradasarkan akad ljarah.

5 | Tidak ada pasal yang mengatur | Didalam ketetapan kedua huruf (f),
tentang biaya pemeliharaan dan | biaya pemeliharaan dan
penyimpanan benda yang dibebani | penyimpanan barang Marhun tidak
dengan jaminan fidusia. boleh dikaitkan dengan jumlah

pinjaman yang diberikan.

Dalam praktik di perbankan syariah (khususnya PT.Bank XX Jakarta)
masih diberlakukan ketentuan jaminan fidusia sebagaimana yang digunakan oleh
bank konvensional.#’ Ini berarti mengenai jaminan fidusia diberlakukan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena didalam undang-
undang diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian
hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang
didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena
jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap
menguasal benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan,
maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang Jaminan
Fidusia dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang
mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

2.3.2. Analisis Penerapan Pemberian Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan
Musyarakah Sebagai Akad Dengan Prinsip Profit and L oss Sharing Di
Perbankan Syariah.

Pada bank dengan prinsip syariah, baik bank umum syariah maupun bank
pembiayaan rakyat syariah, diperbolehkan untuk meminta jaminan, sama halnya
dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, hal ini diperbolehkan
sebagaimana tecantum dalam a-qur'an pada surat al-bagarah ayat 283 ”Jika
kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak

memperoleh seorang pernulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang’.

8" Khairina, SH, wawancara pada tanggal 18 Mei 2011.
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Al-Qur’ an memerintahkan umat untuk menulis tagihan utang mereka dan
jika perlu meminta jaminan atas utang tersebut. Jaminan atas utang itu adalah
sdah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak dari bank tidak akan
dihilangkan, dan untuk menghindari diri dari “memakan harta orang secara
bathil”, selain itu jaminan ini berfungs sebagai pendukung keyakinan bank atas
kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan
yang diperjanjikan.

Oleh karena itu, pada bank dengan prinsip syariah, baik bank umum
syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah, juga menerapkan jaminan
seperti halnya pada bank-bank konvensional. Dalam praktek bank Islam, yang
dijadikan jaminan adalah barang yang pengadaannya dibiayai oleh bank, sesual
dengan petunjuk surat al-bagarah ayat 283 tersebut. Selain barang yang
pengadaannya dibiayai bank yang dijadikan jaminan, apabila perlu, bank juga
dapat meminta jaminan tambahan. Bentuk jaminan yang diterapkan oleh bank
syariah tersebut adalah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada bank
konvensional, yaitu terdiri dari jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan.
Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah pada dasarnya hanya
berbeda pada penerapan akad-akad (kontrak) dan prinsip-prinsip operasiona
transaks perbankannya yang berdasar pada syariah, namun bentuk jaminannya
adalah sama.

Sebagal wujud sikap kehati-hatian bank dalam melakukan penyaluran dana
melalui pembiayaan, sebelum memberikan persetujuan pembiayaan, bank syariah
harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Kelima unsur tersebut yang
sering disebut 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of
Economy).®® Dari kelima unsur tersebut bahwa yang terpenting adalah karakter
dari nasabah calon penerima pembiayaan (nasabah debitur), karena jika
karakternya baik, sekalipun kondisi yang lainnya buruk, nasabah debitur akan
tetap berusaha serius dengan jujur melaporkan hasil usahanya dengan
mengembalikan dana pembiayaan yang disertal bagi hasilnya. Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa pada kenyataannya jaminan sangat menentukan tingkat

8 Jihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, ps. 23.
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keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Peraturan Bank Indonesia mengenai jaminan dalam perbankan syariah
terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 8 hurup o Peraturan Bank
Indonesia tersebut dinyatakan “Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk
mengantisipasi  rislko apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban
sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan”.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, penggunaan agunan dalam
perbankan syariah adalah untuk mengantisipasi kerugian yang akan di derita oleh
bank, karena kelalaian dan/atau kecurangan dari pihak nasabah. Dengan demikian,
bank dapat meminta jaminan kepada nasabah sebagal antisipasi kerugian yang
akan dideritanya.

Dalam pembiayaan musyarakah dengan prinsip profit and loss sharing,
pembiayaan hak atas jaminan atau agunan didasarkan kepada jika nasabah
melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan bertentangan dengan kontrak
maka jaminan atau agunan dapat digunakan sebagal pengganti yang diderita oleh
bank syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Mgelis Ulama Indonesia
Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah diatur bahwa
"Kerugian Harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham
masing-masing dalam modal”®®, walaupun “pada prinsipnya, dalam pembiayaan
musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, LKS
dapat memintajaminan”.*

Di dalam Musyarakah Menurut H. Kanny Hidaya, SE, MA%, ada 3 hal
Penyebab Nasabah menjadi terhutang kepada Bank:

1. Negligence (Kelaaian) yaitu tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya
dikerjakan.

2. Taaddi yaitu melakukan perbuatan yang seharusnyatidak dilakukan.
Breach of Contract (Melanggar kontrak).

8 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang
Pembiayaan Musyarakah, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, K etetapan Ketiga huruf d.

% bid., ketetapan Ketiga huruf a (iii).

8 H. Kanny Hidaya, SE, MA, op.cit.
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Berdasarkan risko tersebut, maka bank membutuhkan pengaman untuk
mengatasinya. Dengan demikian bank dapat sgja meminta jaminan kepada
nasabah untuk risiko tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bentuk jaminan yang
diterapkan pada bank syariah adalah sama dengan bentuk jaminan yang
diterapkan pada bank konvensional, yaitu terdiri dari jaminan perseorangan dan
jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang dimaksud, yaitu :

a. Hak Tanggungan untuk jaminan benda tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan, tanah atau benda-benda lainnya yang merupakan objek jaminan
hak tanggungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan.

b. Hipotik untuk bendatidak bergerak selain yang diatur dalam UUHT.

c. Gadal untuk jaminan bendatidak bergerak dan bergerak.

d. Fidusia untuk jaminan benda bergerak seperti mobil, motor, mesin-mesin
dan barang persediaan dan benda tidak bergerak seperti tagihan piutang
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.

Lembaga jaminan fidusia memiliki kelebihan yaitu barang yang dijadikan
jaminan tetap berada ditangan nasabah peminjam dana sehingga bisa digunakan
untuk usaha mereka, sedangkan keuntungan yang diterima oleh bank yaitu bank
tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memelihara dan menjaga barang jaminan.
Penggunaan jaminan fidusia pada Bank Syariah dalam praktiknya terdapat
didalam klausul akad pembiayaan musyarakah yang dibuat dengan akta notariil
yang dapat memperkuat Bank Syariah atas jaminan yang dijaminkan apabila
nasabah penerima pembiayaan melakukan kesalahan yang disengga yang
mengakibatkan kerugian usaha bersama. Demikian juga jika nasabah
menggunakan pembiayaan musyarakah untuk keperluan lain atau melakukan hal-
hal lain yang akan berdampak merugikan kedua belah pihak selama akad.
Sehingga apabila nasabah penerima pembiayaan melanggar, maka bank dapat
menggugat nasabah ke pengadilan dengan dasar wanprestasi. Wanprestasi terjadi
apabila nasabah peminjam dana cidera janji atau tidak menepati waktu yang telah
ditentukan kepada bank. Oleh karena itu bank sebagai penerima fidusia dapat
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mengeksekusi jaminan fidusia tersebut dengan cara menyita dan menjua atau
melelang barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam kalusul akad jaminan fidusia hasil eksekusi atas objek jaminan
fidusiaterdapat dua kemungkinan, yaitu:

1. Apabila hasil dari eksekusi melebihi dari nilai penjaminan maka bank
wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah peminjam
dan/atau yang memberikan fidusia

2. Apabila hasil eksekusi kurang dari nilai penjaminan maka nasabah
peminjam dan/atau yang memberikan fidusia wajib menambahkan
kekurangannya kepada bank.

Jaminan fidusia dalam bank syariah merupakan jaminan tambahan dan
mengikuti jaminan pokok. Dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokok adalah
pembiayaan musyarakah, sedangkan jaminan fidusia sebaga perjanjian
tambahannya, karena sifat dari jaminan fidusia adalah sebagali perjanjian
tambahan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok sehingga menimbulkan
kewajiban bagi nasabah peminjam dana untuk memenuhi prestasi.

Didalam salah satu Pasal pada akad pembiayaan musyarakah di PT.Bank
XX Jakarta mengatur adanya ketentuan mengenal jaminan. Pada Pasal 18
dinyatakan bahwa:

1. Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali terhadap setiap
pencairan Fasilitas Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak kedua,
pihak kedua setuju untuk memberikan agunan kepada pihak pertama.

2. Untuk keperluan pemberian agunan tersebut, pihak kedua setuju untuk
pada waktunya nanti, mengikatkan diri untuk menandatangani suatu
perjanjian atau dokumen sebagaimana diminta oleh pihak pertama
untuk tujuan pemberian agunan, agar agunan terikat sah dan efektif
secara hukum yang mana dokumen tersebut merupakan satu kesatuan
dan tidak terpisahkan dari akad.

3. Untuk keperluan pemberian agunan tersebut, pihak kedua setuju untuk
pada waktunya nanti, mengikatkan diri untuk menandatangani suatu
perjanjian atau dokumen sebagaimana diminta oleh pihak pertama
untuk tujuan pemberian agunan, agar agunan terikat sah dan efektif
secara hukum yang mana dokumen tersebut merupakan satu kesatuan
dan tidak terpisahkan dari akad .

Menurut Khairina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang merupakan
notaris yang membuat akad pembiayaan musyarakah di bank syariah tersebut,
mengatakan bahwa isi perjanjian musyarakah adalah perjanjian baku yang telah
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dibuat oleh Bank Syariah. Notaris hanya membuat bentuk perjanjian baku tersebut
kedalam bentuk akta otentik dengan berpedoman pada offering letter yang telah
dibuat oleh pihak bank.%” Penerapan agunan dalam pembiayaan musyarakah pada
prinsipnya sama dengan yang dilakukan bank konvensional. Dalam ha ini
nasabah wajib memberikan agunan kepada pihak bank guna menjaga agar
nasabah tidak melakukan penyimpangan.

Oleh karena itu secara teoritis agunan dalam bank berdasarkan prinsip
syariah tidak diperlukan. Namun pada prakteknya tetap sgja agunan tersebut
memegang peranan penting, karena ada yang harus dilindungi bank, yaitu dana
yang diserahkan kepada nasabah kreditor selaku pemilik dana.

2.3.3. Analisis Bentuk Akta Notaris Pada Akad Pembiayaan Musyarakah
Sebagai Akad Utama dan Akta Jaminan Fidusia Sebagai Akad
Pelengkap Dalam Hal Pemberian Jaminan Fidusia.

Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah, pernyataan ijab dan kabul

harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam

mengadakan kontrak (akad) yang salah satunya akad dapat dituangkan secara
tertulis. Secara tertulis yang dimaksud dalam Bank Syariah akad-akad yang dibuat
dengan nasabah sebagai penerima pembiayaan dan/atau pemberi jaminan fidusia
dapat dilakukan dengan akad yang dibuat di bawah tangan maupun di hadapan
notaris. Pada umumnya bentuk akta dari akad pembiayaan mursyarakah di Bank

Syariah dibuat oleh notaris dan kerangka aktanya seperti yang disebutkan dalam

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Namun

mengenai isi dari tiap bagian terdapat perbedaan dengan akta notariil yang dibuat

perbankan konvensional.

a. Akad Pembiayaan M usyarakah
Daam penulisan ini yang dibahas mengenai akad pembiayaan musyarakah
yang dibuat antara bank dengan nasabah, yaitu akad bagi hasil antara bank dengan
nasabah. Dalam akad pembiayaan musyarakah pada bagian judul akta terdapat

2 Khairina, SH, Wawancara padatanggal 18 Mei 2011.
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nama akad yang dibuat, lafal basmallah dan arti dari surah Al-Maidah ayat 1 yang
berbunyi “hal orang-orang yang beriman penuhi akad-akad itu”. Dengan kata-kata
tersebut maka telah diikrarkan terlebih dahulu kepada para pihak agar menjadikan
akad yang dibuat oleh mereka harus dipatuhi sebagaimana yang telah mereka
sepakati bersama, karena nabi Muhammad S.A.W. bersabda bahwa “diantara dua
orang yang bermuamalat maka pihak ketiga adalah Allah”. Setelah basmallah dan
ayat 1 surah Al-Maidah, baru dicantumkan nomor akad, kemudian hari, tanggal
dan waktu berlangsungnya akad. Dalam ha ini adaah akad pembiayaan
musyarakah.

Dalam akad pembiayaan musyarakah yang menjadi pihak pertama atau
pihak pemberi pembiayaan adalah bank, sedangkan yang menjadi pihak kedua
atau penerima pembiayaan adalah nasabah, apabila nasabah sudah menikah maka
harus mendapat persetujuan dari isteri maupun suami, dan dalam akta diuraikan
bahwa mereka secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau salah satu dari
mereka (suami/isteri) menanggung pembayaran atas pembiayaan musyarakah.
Dan apabila nasabah adalah berupa badan hukum maka pihak yang mewakili
badan hukum tersebut harus mencantumkan anggaran dasar badan hukum tersebut
dan telah mendapat persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris Badan Hukum
tersebut.

Dalam premisse pada akad pembiayaan musyarakah berisi tujuan
penerima pembiayaan melakukan pengajuan pembiayaan tersebut dan jenis
pembiayaan apa yang diperoleh atau digukan pada bank. Selain itu dalam
premisse terdapat kesepakatan antara bank dan nasabah untuk mengadakan
pembiayaan tersebut. Isi dari akta dalam akad pembiayaan musyarakah PT.Bank
XX Jakarta berisi 22 (duapuluh dua) ketentuan yang dijadikan kesepakatan para
pihak dan ketentuan yang dibuat oleh bank dalam pembiayaan musyarakah. Di
awval ketentuan dijelaskan mengena pengertian-pengertian  umum, seperti
musyarakah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
syariah, proyek yang dibiayai, pendapatan, nisbah, dasar bagi hasil dan hari kerja
bank.

Di dalam akad pembiayaan musyarakah disebutkan mengenai jumlah dan

penggunaan pembiayaan musyarakah serta jangka waktu pembiayaan
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musyarakah. Penggunaan pembiayaan musyarakah wajib dilunas oleh nasabah
sgiak pencairan fasilitas atau sesuai dengan proyeksi yang telah disepakati dan
ditandatangani nasabah atau tanggal lain yang disepakati bank dan nasabah. Untuk
memperoleh pembiayaan musyarakah dari bank ada syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh nasabah. Syarat-syarat tersebut antaralain

1) Setiap permintaan untuk merealisasikan fasilitas pembiayaan wajib digukan
secara tertulis oleh nasabah kepada bank dengan mencantumkan jangka
waktu pembiayaan yang diinginkan.

2) Bank akan melakukan analisis atas setiap permohonan redlisas fasilitas
pembiayaan yang diajukan secaratertulis oleh bank kepada nasabah.

3) Nasabah tidak berhak mengaukan permohonanan redisas faslitas
pembiayaan kepada bank dan karenanya bank berhak menolak permintaan
nasabah untuk membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah
dalam hal melewati batas maksimal jumlah fasilitas pembiayaan dan atau
melewati jangka waktu fasilitas pembiayaan yang telah ditentukan.

4) Bank berhak setiap saat, berdasarkan pertimbangan bank sendiri untuk
mel akukan sebagian dan atau seluruh tindakan meninjau/ mengurangi jumlah
fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah, Menolak
permohonan nasabah untuk meredlisaskan fasilitas pembiayaan dan
mengakhiri Akad Pembiayaan Musyarakah dan penyediaan Fasilitas
Pembiayaan serta akad-akad lain yang berhubungan dengan penyediaan
Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah.

Dengan telah ditandatanganinya Akad Pembiayaan Musyarakah dan
seluruh dokumen terkait lainnya sehubungan dengan pemberian fasilitas
pembiayaan oleh Para Pihak, bank dapat melakukan pencairan fasilitas
pembiayaan pada hari kerja bank, dengan ketentuan dan syarat-syarat antara lain
sebagai berikut:

1) Menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) adli.

2) Melampirkan proyeks cashflow dan proyeks nisbah bagi hasil yang
disepakati dan ditandatangani oleh nasabah dan bank.

3) Menyerahkan Sanding Instruction atas pembayaran proyek dari bowheer ke
rekening nasabah di bank yang merupakan perintah transfer langsung dari
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bank bowheer ke nasabah.

4) Syarat-syarat dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh bank dan atau dokumen
lainnya.

Mengenai nisbah dan tatacara perhitungan bagi hasil, nasabah dan bank
telah menyetujui untuk menentukan nisbah dan tata cara perhitungan bagi hasil
yang ditentukan sebagal berikut:

a) Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah.

b) Nisbah dihitung berdasarkan Dasar Bagi Hasll.

c) Dasar perhitungan Bagi Hasil diperoleh dari penghitungan dari selisih
Pendapatan dengan biaya tenaga kerja sebelum dikurangi pajak-pajak dan
ongkos-ongkos.

d) Sedangkan jumlah Bagi Hasil yang diterima masing-masing Pihak adalah
Nisbah yang telah disepakati dikalikan dengan realisasi Dasar Bagi Hasil.

e) Nominal Bagi Hasil adalah Nishah dikalikan dengan realisasi Dasar Bagi
Hasil.

Nasabah diwagjibkan untuk membayar kembali pembiayaan musyarakah
yang telah diberikan bank dan membayar bagi hasil yang telah disepakati
sebelumnya dalam jangka waktu setigp bulan yang terhitung segjak penarikan
fasilitas pembiayaan. Dan apabila nasabah karena kelalaiannya terlambat
mel akukan pembayaran bagi hasil, maka dikenakan denda yang bersifat final dan
wajib yang harus dibayarkan kepada bank. Dana denda tersebut akan
diperuntukkan sebagai dana sosial.

Nasabah dalam pelaksanaan akad, memberikan pernyataan bahwa
menjamin semua yang dinyatakan dalam akad adalah benar. Dan apabila nasabah
dalam pelaksanaan akad melakukan ciderajanji, seperti:

1) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaan yang dilakukan oleh
konsultan jasa penilai/pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank menyebutkan
bahwa kerugian usaha bersama akibat kesalahan yang sengaja dilakukan oleh
nasabah, maka segala resiko yang menyebabkan kerugian dimaksud menjadi
tanggung jawab sepenuhnya nasabah dan bank berhak untuk menghentikan
secara sepihak dengan tetap menagih pemenuhan pembayaran dari nasabah.

2) Apabila Pembiayaan Musyarakah ini digunakan untuk keperluan lain, maka
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bank berhak seketika menagih dan nasabah diwajibkan tanpa menunda-nunda
lagi membayar seluruh pembiayaan yang telah diberikan bank kepada
nasabah, biaya-biaya, dan kewajiban-kewajiban lainnya dengan seketika dan
sekaligus lunas.

3) Bilamana pembiayaan Musyarakah sebagaimana ayat (2) di atas tidak
diselesaikan pada waktu yang ditetapkan, maka bank berhak untuk menjua
seluruh jaminan sehubungan dengan Pembiayaan Musyarakah ini, baik secara
dibawah tangan atas kehendak nasabah maupun secara lelang dimuka umum
untuk dan atas nama permintaan bank dan atas keikhlasan sendiri nasabah.

4) Apabila pernyataan pada ayat (3) tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan
semestinya, maka atas biaya nasabah sendiri, bank dengan bantuan yang
berwajib dapat melaksanakannya.

Untuk menghindari risiko tersebut, nasabah dan bank sepakat bahwa bank
tidak menanggung risiko usaha dan kerugian yang disebabkan oleh cidera janji,
kelalaian dan kesalahan yang dilakukan nasabah. Bank menanggung risiko usaha
dan kerugian yang terjadi karena keadian-kegjadian diluar kekuasaan dan
kemampuan nasabah (force majeure). Keadaan force majeur bukan merupakan
alasan pembatalan Akad, akan tetapi merupakan keadaan yang bersifat
sementara/menangguhkan sampal dengan keadaan tersebut dapat diatasi. Force
Majeur yang dimaksud adalah:

a. Bencanaaam, letusan/ledakan gunung berapi, gempa bumi, banjir, badai;

b. Perang dan kerusuhan yang dinyatakan oleh Pemerintah;

c. Pengambilalihan kegiatan usaha badan hukum oleh Pemerintah Republik
Indonesia terhadap salah satu dari Para Pihak yang mengakibatkan pihak
dan/atau kantor perwakilan/cabang pihak yang mengalami force majeur
tersebut tidak dapat menjalankan usahanya dan/atau melanjutkan
kewgjibannya menurut Akad ini, balk untuk seterusnya atau untuk
sementara waktu maka pihak yang mengalami force majeur tersebut akan
segera memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14
(empatbelas) hari kalender kepada pihak lain dengan melampirkan
pernyataan/keterangan tertulis dari Pemerintah setempat atau Pejabat yang
berwewenang untuk dipertimbangkan salah satu Pihak.
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Daam pembiayaan musyarakah pada prinsipnyatidak ada jaminan, namun
untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka bank dapat meminta
jaminan.®® Di dalam Pasal 18 (delapan belas) akad pembiayaan musyarakah
PT.Bank XX Jakarta diatur mengenai Jaminan yang menyebutkan bahwa nasabah
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan
membuat pengikatan jaminan kepada bank sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad
pembiayaan  musyarakah. Untuk  kepentingan  bank, bank  dapat
mempertanggungkan atau mengasuransikan pembiayaan musyarakah kepada
Perusahaan Asuransi Syariah yang disepakati dan disetujui nasabah dan bank atas
beban nasabah dengan syarat-syarat asurans yang berlaku.

Selanjutnya Apabila terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat yang
timbul dalan memahami/menafsirkan bagian-bagian dari isi atau dalam
melaksanakan akad pembiayaan musyarakah, maka bank dan nasabah akan
berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila
usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah
untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati, maka dengan ini
bank dan nasabah sepakat dan setuju untuk menunjuk dan menetapkan Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase
yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut. Selain itu bank dan nasabah
sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan
yang ditetapkan oleh BASY ARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama
dan terakhir, seperti yang tercantum dalam ketentuan 4 (b) fatwa Dewan Syariah
Nasional Mgelis Ulama Indonesia tentang musyar akah.

Dalam akad pembiayaan musyarakah dicantumkan juga mengenai segala
ketentuan yang ada dalam pembiayaan musyarakah dituangkan dengan akta
otentik yang dibuat oleh notaris, dan hal-hal yang belum diatur dalam akta
tersebut tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

% Lihat ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Tentang Akad Penghimpun dan Penyaluran

Dana Bagi yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Nomor
7/46/PBI1/2005, ps. 8 huruf (0) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Tentang Pembiayaan Musyarakah, Nomor 08/DSN-MUI/1V/2000, ketentuan 3 huruf (a) iii.
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b. AktaJaminan Fidusia pada Bank Syariah.

Pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah lahir sebagai penanggungan
daam pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan nasabah penerima
pembiayaan, apabila nasabah penerima pembiayaan wanprestasi maka barang
yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat dieksekusi sebagai ganti untuk
pembayaran pembiayaan.

Daam pemberian jaminan fidusia, Bank Syariah menggunakan akta
notaris, hal ini dilakukan untuk melindungi bank atas pembiayaan yang diberikan
kepada nasabah penerima pembiayaan dan objek jaminan fidusia dapat
dieksekusi. Bentuk akta dalam pembiayaan musyarakah dengan jaminan fidusia
pada Bank Syariah dituangkan dalam dua akta yang terpisah. Bentuk akta tersebut
sama seperti bentuk akta pada transaksi perbankan pada umumnya, yang terdiri
dari kepala akta, badan akta dan akhir akta. Akta notaris dalam pemberian
jaminan fidusia yang merupakan akad tambahan dari pembiayaan musyarakah.

Akta jaminan fidusia di Bank Syariah pada dasarnya sama dengan akta
jaminan di bank konvensional, dalam premisse akta jaminan fidusia di Bank
Syariah disebutkan jumlah seluruhnya dari besarnya pokok pembiayaan, nilai
objek jaminan secara keseluruhan, nilai penjaminan dan juga dicantumkan bahwa
akta jaminan fidusia ini didasarkan pada akad pembiayaan musyarakah yang
merupakan sebagai akad utamanya.

Untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala
sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh nasabah kepada bank berdasarkan
Akad tersebut, pemberi fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas
tagihan milik nasabah atau pemberi fidusia terhadap pihak ketiga baik yang
sekarang telah dimiliki oleh pemberi fidusia maupun yang akan dimiliki di
kemudian hari oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Segala
sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank yang
dimaksud adalah baik karena fasilitas pembiayaan Musyarakah, Nisbah Bagi
Hasil dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Akad tersebut. Dengan
demikian, jaminan fidusia tersebut bukan hanya untuk fasilitas pembiayaan dari
pembiayaan tetapi juga untuk segala kewajiban yang timbul akibat dari adanya
akad pembiayaan musyarakah.

Universitas Indonesia
Pemberian jaminan..., Humaira Ridanty, FH Ul, 2011.



67

Didalam Pasal 1 ayat (1) akta jaminan fidusia terdapat klausula bahwa
penerima fidusia menjadi pemilik atas objek jaminan fidusia. Maksudnya adalah
bahwa nasabah yang bertindak dalam kedudukan selaku pemberi fidusia
memberikan jaminan fidusia dengan cara mengalihkan hak kepemilikan secara
kepercayaan kepada penerima fidusia, dan bank yang bertindak dalam kedudukan
selaku penerima fidusia menerima pengalihan hak kepemilikan secara
kepercayaan dari pemberi fidusia atas objek jaminan fidusia dengan tidak
mengurangi ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia

Selama berlakunya pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan
fidusia, pemberi fidusia wajib memberitahukan secara tertulis kepada para debitur
dari pemberi fidusia dan minta agar mereka membayar hutang yang terkait dengan
piutang yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut langsung ke dalam
rekening pemberi fidusia yang akan ditetapkan oleh para pihak bersama. Dengan
tidak mengurangi kewgjiban dari pemberi fidusia untuk menyampaikan
pemberitahuan tersebut, penerima fidusia yang telah diberi kuasa dengan hak
substitusi oleh pemberi fidusia berhak dan sepanjang diperlukan dapat melakukan
pemberitahuan kepada debitur pemberi fidusia.

Pemberi fidusia menjamin penerima fidusia, bahwa yang pertama adalah
objek jaminan fidusia adalah benar adanya dan hanya pemberi fidusia sgja yang
berhak atasnya. Y ang kedua adalah objek jaminan fidusia belum pernah dialihkan
dengan cara dan kepada siapapun, kecuali kepada penerima fidusia, sehingga
pemberi fidusia berhak dan berwenang untuk mengalihkan hak kepemilikannya,
dan yang terakhir adalah bahwa objek jaminan fidusia tidak berada dalam keadaan
sedang dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada siapapun dan
dengan cara apapun kecuali kepada penerima fidusia, sertatidak tersangkut dalam
suatu perkara atau dalam sitaan. Selain itu, pemberi fidusia baik sekarang maupun
dikemudian hari membebaskan dan/atau melepaskan penerima fidusia dari
segenap tuntutan, gugatan atau tagihan yang mungkin digjukan oleh pihak
manapun mengenai atau yang berhubungan dengan hal yang dijamin oleh pemberi
fidusa

Pemberi fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas objek

jaminan fidusia, dan tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara
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apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek
jaminan fidusia kepada pihak lain.

Dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi dengan seksama salah satu
ketentuan yang terdapat dalam akta jaminan fidusia maka dapat disebut sebagai
peristiwa cidera janji. Apabila terjadi peristiwa cidera janji, maka atas
kekuasaannya sendiri penerima fidusia berhak untuk melakukan sendiri penagihan
atas objek jaminan fidusia tersebut, menerima uang hasil penagihan itu dan
memberikan tanda penerimaannya.

Setelah penerima fidusia menerima seluruh hasil penagihan objek jaminan
fidusia, maka akan diperhitungkan dengan seluruh keperluan kewajiban pemberi
fidusia seperti biaya penagihan, termasuk honorarium wakil atau pengacara
Pengacara, membayar dan menentukan honorarium mereka, satu dan lain tanpa
harus memberitahukan atau minta persetujuan dari pemberi fidusia. Selain itu juga
diperhitungkan untuk pembayaran kembali hutang nasabah kepada bank termasuk
nisbah bagi hasil dan biaya lainnya yang ditentukan didalam akad pembiayaan
musyar akah.

Apabila hasil penagihan objek jaminan fidusia tersebut tidak mencukupi
untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh nasabah kepada bank, maka
nasabah tetap terikat untuk membayar lunas sisa hutang yang masih harus dibayar
oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad pembiayaan musyarakah. Dan
apabila hasil penagihan setelah digunakan sesuai urutan pembayaran tersebut
sedangkan sisanya masih ada maka harus dikembalikan penerima fidusia kepada
pemberi fidusa dengan tidak ada kewagjiban bagi penerima fidusia untuk
membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada pemberi fidusia.

Penerima fidusia berhak melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia pada
Kantor Pendaftaran Fidusa dengan memberikan keterangan dan laporan,
menandatangani surat/formulir pendaftaran jaminan fidusia atas objek jaminan
fidusa dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian
Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia
pada tangga yang sama dengan tanggal yang penerimaan permohonan
pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia

menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan
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Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang
hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia dan jaminan fidusia
lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada
Buku Daftar Fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata: “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan
mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima
fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal
penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut
daam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Fidusia.
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BAB 3
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Pemberian Jaminan Fidusia
Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah, dapat
dismpulkan, sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai fidusia di Indonesia diatur didalam Undang-Undang
Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sudah
ada fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengaturnya yaitu dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional Maelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-
MUI/111/2008 tentang rahn tagily. Akan tetapi penerapan lembaga
jaminan fidusia di perbankan syariah berlaku hukum yang diterapkan
dalam bank konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia karena didalam undang-undang diatur tentang
pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada
para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan
(preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan
fidusa memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap
menguasal benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan
kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam
Undang-undang Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan kepada pihak
penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda
tersebut.

2. Penerapan pemberian jaminan fidusia pada pembiayaan musyarakah
dengan prinsip profit and loss sharing di perbankan syariah adalah sebagai
jaminan tambahan (accessoir) dan mengikuti jaminan pokok, dan
berfungsi sebagai agunan pada pembiayaan musyarakah. Hal tersebut
dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap risko dan untuk menjamin
tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan pembiayaan tepat waktu dan
jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak, sebagai wujud sikap
kehati-hatian bank dalam melakukan penyaluran dana melalui
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pembiayaan,.

3. Pada umumnya bentuk akta dari akad pembiayaan musyarakah di Bank
Syariah dibuat oleh notaris dan kerangka aktanya seperti yang disebutkan
dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan
Notaris. Bentuk akta dalam pembiayaan musyarakah dengan jaminan
fidusia pada Bank Syariah dituangkan dalam dua akta yang terpisah.
Bentuk akta tersebut sama seperti bentuk akta pada transaks perbankan
pada umumnya, yang terdiri dari kepala akta, badan akta dan akhir akta.
Namun akta dalam pembiayaan musyarakah terdapat perbedaan yaitu pada
kepala akta dalam bank syariah terdapat lafal basmallah dan Al-Quran
surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi “hai orang-orang beriman penuhi
akad perjanjian ini”, tetapi mengenal isinya disesuaikan dengan ketentuan

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam Pemberian Jaminan Fidusia Dengan
Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi PT.
Bank XX Jakarta) adalah:

1. Sebaga wujud sikap kehati-hatian bank dalam melakukan penyaluran dana
melalui pembiayaan, bank syariah sudah seharusnya melakukan penilaian
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek
usaha dari nasabah debitur. Kelima unsur tersebut yang sering disebut 5C
(Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of Economy).

2. Untuk meyakinkan dalam melakukan akad pembiayaan musyarakah harus
ada peranan notaris dalam melakukan akad tersebut karena akad
pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh notaris merupakan aat bukti
tertulis yang paling kuat apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah
pihak.

Universitas Indonesia
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FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NQ: 08/DSN-MUVTV/ 2000

Tentang
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Drewan Syarci’ah Masionai setelah

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
dan usaha terkadang memerlukan danz dan pibak lain, antara lain
melalu: pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan
akad kerjasama antara dua pibak atap lebih untk suatu usaha
tertertu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana dengan ketentuan babwa keuntungan dan resiko skan

* ditanggung bersama sesuat dengan kesepakatan;

bahwa pembiayaan musyarakah vang memtliki keunggulan dalam
kebeisafaan dan keadilan., baik dalam berbagi keuntungan

maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaya
keuanpan syar’ah (LKS);

bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
syari‘ah [slam, DSN memandang perly menetapkan fatwa tentang
musyarakah untuk dijadikan pedoman olzh I K§.

Firnan Allah S, Shad [38): 24

PO T,

!_,_,.1‘_#4}1"}.[!“_,1*;‘__51:-..5.4»"‘-.*1 U:rl:-_h .-"J,-»-S'd'l
FJ'L' LJ.!_}L_.JL'-'-JLGJ”}lA_F}

GDaw sesunppwhmva kebanyakan  dari orang-orong  vang
be! svarikat it sebagian dari mereka berbuat calm kepada

sebagian lain, kecuali orang yang berimon dan mengerjukan
amed shaleh.! dan amof sedikitlah mereka ini, "

Firman Allah Q5. al-Ma"idah [5]: L:

: .UA.JL, vy nFL ,.J.u ey
“Hai arang vang beriman! Penuhilah akad-akad itn .

Hadis nwayat Abu Daud dad Abu Hurairah, Rasulullah SAW
berkata;

i LA R B e S
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08 Pembiayaan Musvarakah 2

“Allak swt berfirman dhu adalah pihak ketiga duri dua orang
yang bersparikar seluma saluh sat prhak tidok menghhianati
pihak yong loin. Jika salah sore pikak relah berkhionat, Al
keluar dari mereko. " {HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-
Hakim, daci Abu Hurairah).

4.  Hadis Nahi riwayat Tirmidzi dari * Amr bin “Aul;
Ej’.l’.!\:,l;1}:};~::ﬁ:fﬁ;-é-;- ¢ :3,1'_‘ -1'11;};}1[!._.!'! !i
Copge BB e B, LB '-....‘ - -.lr e
Ll - Jﬁ"l 9 Y- rr Ul Yl:.-q-]v_j!.‘-uh-
“Perdumaian dapat difakukan fi amtara kovm muslimin kecuaii
perdamiaian yong mengaaramkan yang halel atau menghalatkon
yang haram, dan kawm sushimin vervkar dengor syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamban vang halal ato
menghalalian yong faram. ™

3. Taqrir Nabn terhadap kepiatan musyarakah yang dilakukan oleh
masyarskal pads saat itu,

Jjma' Ulama atas keboleh musyarakah,
7. Kaidah figh:
R P o T VTR T T B A 2 J.'.fﬂ;
“Pada dasarmyva, Semea bemink muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil vang mengharamkannva

Memperhatikan Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syan'ah Wasional pada hari
Kamis, tanggal 8 Meharmam 1421 H./13 Apnl 2000,

MEMUTUSEAN
Menetapkan . FATWA TENTANG PEMBIAY AAN MUSYARAKAH
Beberapa Ketentuan:

1. Pemyaraan ijab dan gabul harus Jinyaiakan oleh para pihak
wnfuk  menunjukkan kehendak merekz dalam  mengadakan
kontrak {akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan  penerimaan  harus  secara  ekspiisit
menunjukkan nujuan kontrak (akad). 1

b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

v.  Akad dituangkan secara tertuiis, melalui korespondensi, atan
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak  yang berkontrak  harus  eakap  hukum, dan

memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kompeten dalam memberikan atay diberikan kekuasaan
perwakilan.

k. Serap mitra harus menyediakan dana dan pekerjzan, dan
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

Dewon Svarich Masional MUY
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08 Pembiavaan Musyarakak 3

¢ Setap murz memiliki bak untuk mengatur aset musyarakah
dalam proses bisnis normal.

«. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain
untuk mengelola asel dan masing-masing dianggap 1elah
diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah
dengan memperhatikan  kepentingan  mitranya, tanpa
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

¢, Seorang mitra tidak Jdiizinkan untuk mencairkan  atau
menginy2siasitan dana untuk kepentingannya sendin.

3. Dbyek akad {modsl, kerja, keuntungan dan kerugian)
a. Modal

13 Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau
yang nilainya sama.

Modal dapat terdini dari aset perdagangan, seperti
barang-barang, propeni, dan sebagainya. Jika modal
berbentuk aset, hars terlebith daholu dinilai dengan
tunai clan disepakati oleh para mitra.
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyurmnbangkan atau menghadiakkan modal
musyarakah kepada pihak lait, kecualt atas dasar
kesepakatan,

-

3 Pada prinsipnya, dalam pembiayain musyarakah tidak
ada jaminan, Damun untuk menghindari terjadinya
penyimpangan, LKS dapat merminta jaminan.

b. Kena

17 Partisipasi para mitra dalam pekegjaan merupakan dasar
pelaksanaan musyatakah; akan telapi, kesamaan porst
kerja bukanlah merpakan syarat. Searang mitra boleh
taelaksanakan kerja lebilh banyak dan yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menunmut bagian keustungan
tambahan bag dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan keoa dalam musyarakah atas
nama prbadi dan wakil dari wmitranya. Kedudukan
tasing-masing dalam erpamsasi kerja harus dijelaskan

dalam kontrak. .

¢. Keuntungan
1] Keurntungan parus dicuantifikast dengan jelas untux
menghindarkan perbedaan dan sengksta pada waktu
alokasi keuntungan alau penghentian musyarakah.

2} Setiap keuntungan miutra  harus  dibagikan  secara
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak
ada jumlah yang ditentukan di awa] yang ditetapkan bagi
SEOTANY miira.

Dewan Svariah Nosional ML
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08 Pembicayaarn Musyarakah 4

3y Seoramp  mutra boleh  mengusulkan  bahwa  jika
keuntungan melebini jumlah tertenty, kelebihan atau
prosentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan
jelas dalam akad.
d. Kerugian
Kerugian  harus  dibagi di antare para mitm secara
proparsional menurut saham masing-masing datam modal.
4. Diaya Operasional dan Persengketaan
a. Biaya operasional divebankan pada modal bersama.

b Jika salah satu pihak tidak menwmikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
peryelesaiannya dilakukan melalu: Badan Arbitrasi Syari‘ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalut musyawarah.

Ditetapkan di - Jakarta

Tanggal : 08 Muharam 1421 H.
13 Aprit 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA [INDONESLA

Eema,

.-r:’..-‘ﬂ-‘f
Prof KH. Ali Yahe

Dewan Syarial Navional MUT
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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DEN-MULTI 2002

Tentang
RAHN

[ . F r a
gl gm i
Dewan Syanah Nasional setelah,

Mermmbany : 3  bahwa salgh satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan utang;

L. bahwa lembaga keuangan syan'ab (LKS) perhs
merespoti. kebutuhan  masyarakal  tersebut dalam

. berbaga produknya;
c, bahwa agar cara fersebut dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip  syari'ah, Dewan Syariahk  Wasional

§ memandang perlu menelapkan fatwa untuk dijadikan

pedoman lentang Rahw, yaitu menahan barang sebagm
jaminan atas utang.

Mengingat . 1. Firman Allah, (5. Al-Bagarah [2]: 283:

- - -
P e I )

N PRIV PRIl R PO SR P Ty
“Dan apabila kamu dalam perjalanon sedong kamu
tidak memperoleh seorang juru tulis maks hendakioh
ada barang langgungan vang dipegang ...

2. Hadis Nabi nwayal al-Bukhari dan Muslim dan - Aisyah
r.a., 12 betkata:

a # e L T . K =14 = Tiom . "II'

s ST I R U VA a]

I * Roaw oo P £ R

T R -l..'.h__u‘l-];_-'l UJL ;g.wﬁ_;

“Sesrmgmuiftava  Rasudulfan sow. pernah  membeii

makanan dengan berutang duari seorang Yahudi, don
Nubi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. ~

3. Haditz Mabi riwayat al-Syalii, al-Daraquthni dan thnn
Majah dari Abu Hutairah, Nabi s.a.w, bersabda:

ey ST S et L RN B N
s
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Memperhatikan

"Tidak terlepas kepemilikan barong wadai dori pemilik
yang menggadaikanmea. fa memperoleh manfoat dun
MENGREEHNE resikonya. "

Hadits Mabi riwayat Jama ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa'i, Wabi s.a.w. bersabda:

fosa 4 AE Temn osal

n._.JJ...-..r _JJ.“ \JJJ LL-J.AJJ JLS'. .Jﬂ 4_1.1.: 4._..5“# _,‘_Hl

- A

"Tunggangan (kendaracn) vung  digadaikan  boleh
dinaiki cengon mengngguny  biupanmya dan binatang
ternok pang dige.iaikan dapar dipeiah tuxunva denpan
mengriggung  biqvanya. Orang yang menggunakan
kendaraan dan  memerah  susu  fersebul  wajih
menanggung biava perawalan dan pemeliharaan. ™

[jma:
Fara ulama sepakat membolebkan akad Rahn (al-

* Zuhaili, al-Figh af-Islami wa Aditlarshu, 1985, V: 181),

Kaidah Figih:
e 3 WY ey SSelth s

Ll

Pada dasamya sepgala bentuk muamalat boleh dilakukan
kecuali adz dalil yang mengharamkannya.

Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

P

M‘d;J.JﬂJFQSLFdJ"L-‘uC*bt}M?hL'f
(FIV o & o caaldd Y gl

Mengenai dalil f{ma’ wmmar Ixlam sepakor (ijma’)
habwe secara garis besar akad reha (padati/pesjomingn
utang) diperbolehion .

X pwoae

SR [ QB LEEY W g G S T
TV 2 Y 7o 20 2281

Pemberi gadal holeh  memanfaatan  barang  gadai
seeara  peawh  sepanjang tidak mengakibatkan
berkuramgmva (nilai) barany gadar tersebut

% Pl Meduoa
r.1

}.'-L..?i... ﬁruQ_Juhd;L.:erJ_ﬁ.‘:dl.__sf

A s

Pervien Seae o N{.I'.ifl’jh.ﬂf ALt
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Afvaritas Ulama selain mazhab fanball berpendapot
hahwa  penerima  godai  tiduk  boleh  memanfuaikun
barang godai sama sekalr .

2. Pendapat peserta Rapal Pleno Dewan Syari'ah Masional
pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H./ 28 Maret 2002
dan han Rabu, 153 Rakiul Akhir 1423 H_ ¢ 26 luni 2007
MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG RAHN

Eiukum

Bahwa pinjaman dengan mergpadaikan barang sebzgzai
Jaminan utang dalam  bentuk Rohn  dibolehkan dengan
ketentuan sebagai berikut

Ketentuan Umum

b4

Murtohin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan Markun (barang) sampai semua utang Rodfn
. (yang menyerabkan barang) dilunasi.

Marhun dan manfagmye tetap menjadi milik Rakin
Pada pnnsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan cleh
Miertahin %ecuali setzin Kahin, dengan tidak menpurang
nifai Markun dan pemanfaatannya itu sekedar peugganti
biaya pemeliharaan dan perawalannya.

Pemelibaraan dan penvimponan Marhun pada dasamya
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga
oleh Murfahin, sedangkan biaye dan pemeliharaan
peryimpanan tetap meryad: kewajiban Rahin,

Bezar biaya pemeliharaon dan penyimpanan Moarkun
tidak baoleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan AMarfiuen

a. Apabila  jawh  tempe, Miurtahin harnus
memperingatkan  Rafin untuk  segera  melunasi
utangnya.

b, Apabia Rafrin wctap tidak dapal melunasi utangnya,
mzka Marfn dijual  paksasdicksgkusi  melalui
lelang sesuai syariah.

¢. Hasil penjualan Mearhun digunakan untuk melunasi
utang, biaya pewselibaraar, dan penyimpanan yang
belum dibayar seria biaya penjualan

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rakin,

Ketentuan Penutup

Jika salah satu juhak tidak menunaikan kewaiibannya
atau jika terjadi persclisiban di antara keduoa belsh pibak,
mnaka  penyelesmannyas dilakukan  mclalul Badan
Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

Dewe Svariah Nesinmel M
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melalui musyawarah.

2, Fautwa ini berluku sejak tanggal ditelapkan dengan
keteriuan  jika di kemudian hari temyata  serdapat
kekeliruan, akan dinbabh dan disempurnakan sebagai-
mana meslinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanpgal : 13 Rabi'ul Akhir
26 lum 2002 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELLS ULAMA [INDHONESIA

Sekretaris,

4y Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewarn Svori ol Meciowa! AT
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FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 68/DSN-MUI/IELZ008

Tentang
RAHN TASJILY

e

Dewan Syaniah Nasional setelah

Menimbang

Menginpat

a. bahwa salah salu bentuk jasa pelayanan Lembagz Keuangan

Syariah (LK5) yang meniadi kebutuhan masyarakat adalah
pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang
dengan memberkan jaminan barang dengan ketentuan barang

tersebut masih dikyasai dan digunakan aleh pihak berutang;
. bahwa pihak berpiutang berhak dengan muedah  unwk

helakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai
oleh peminjam jika terjadi wanprestas:;

- bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, Dewan Syariash Nasional MUI memandang
pertu mepetapkan falwa tentang Rabn Tasjilv untuk dijadikan
pedonian.

. Firman Allah SWT.:

PPAT a5 ..:L-; Gits” i}mfjjﬁ.. le:.rjs'al}

"Dan apahila kamu dolam perjulanon sedang kamne ridak
memperalech seorang furi tilis moka hendokioh ada barang
fanggrapan vang dipegang " (5. Al-Bagarah [2}: 283}

. Hadis Mabi s.a.w.; antara lain

1y Dari 'Aisvah r.a., io berkata:

£ e hsoa -

N D Uk s L e G e g O

ot e 0 0)5 )
“Sesnmgguhnva  Rasulilloh  saw. permah membel
makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan

Nabi menggadaikan sebuakh baju besi kepadanva.” (HR al-
Bukhart dan Muskim)

2y Dan Abu Hurairah, MNabi 5.a.w. bersabada;

Ereweinr Sparioh Nasional MLY
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Rahn Tasiily 2

Memperhatikan

Menetapkan

i
f Peﬁdapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI

3}

b e Lo B B e L D S Y
"Tidak terlepay kepemilikan barany godai dari pemilik
yong menggadaikannya. lo mempercleh manfaat dan
meagnggung resikomer” (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-
Daraquthni dan [bnu Majah}

Drari Abu Hursirah babwa Mabi 5.2 w. bersabda:

By asddy Do LA LE WA ol i LST peN

aa Ly L8 (el iy WA o
"Tunggangan (keadaraan) yang digudaikan boleh dinaiki
dengan menanggnng biavanya dan binatong ternok yang
digadatkan dapat diperah susunya dengon menanggung
Liayanva. Ovang vang wenggunatan kendargan dan

memergh  susd  fersebut  wajib  menanggung  biaya
perowatan dan pemelikaraan™ (HR  lama'zh, kecuali

Muslim dan al-Nasa'i}

- hma’:

Para-ulama sepakat membelehkan akad Rahn (aé-Zichaifi,
Figh af-Istami we Adiffandu, 1935, V181,

“Sexnatuy vang berlaku bevdosgrkan adar kebiaioan
surita dengran sesuciu yang perlaky berdasarkamsyora’
{sefama tidak bertemiangan dengan syari at.”

Surat dari Pervm Pegad.ian Mo, 1RBG/US. 1 002007,

pada har Kamig, 28 Shafar 1429 H.A6 Maret 2008,

MEMLUTUSKAN

FATWA TENTANG RAHN TASJILY

Levean S-ly:c.:rmh Nasiotal MU
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Fada dasarnya segala bentsk muamalar boleh ditakikan
kecuali ada dalil yang mengharambannya,
“Keperfuan dapat menduduki posisi dorerar.
AU el



Rohn Tasfily 3

Pertawi

Kedua:

Kotira

Keempart

Ketentan Lirnum

Rahn Taspily adalah jaminan dalam bentuk barang atas uwang
tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam

penguasaan (pemanfaatan) Aokin dan bukt kepemilikannya
diserahkan kepada mertakbin,

Ketentuan Khusus

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang scbagal jaminan
utang dsla ventuk Bahn Tasitiy dibolehkan dengan ketentuan
sebagai berikut -

a.  Rahin menyerahkan bukti kepemilikan bamng kepada

i

b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah
kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan
kepemilikan barang ke Murahin, Blan apabila terjadi
wanprestasi alau tidak dapat melunasi utangnya, Morhun
dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melahu lelang
atau drrual ke prhak lain sesuai prinsip syanah;

c.  Rahkin membenkan wewenang kepada Muriahin untuk

mengeksekusi barang tersebul apabila terjadi wanpresiasi
atau tidak dapat melunasi utanpmya,

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas
kewajaran sesuai Kescpakatan:;

e, Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan  dan
penyimpanan bareng marfunt (berupa  bokiti sah
kepemilikan ztau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin;

f.  Besaman biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang
markun tidak boleh dikaitkzn dengan jumlah pinjaman yang
diberikan;

g, Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut
didasarkan pada penpeluaran yang riit dan beban lainnya
berdasarkan akad ljarah.

h.  Biayna asurapsi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh
Rerhin. b

Eetentuan-ketemuan  vmum fatwa No 25DEN-MUFLHL?002
tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily
tetap berlaku.

Ketentuan Penutup

1. Jlika teriadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak,
dan tidak tereapai kesepakatan di anlara mereka maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syan’ah
Masional arau melalui Pengadilan Agama

Plewan Svarioh Na.\'_i'r:-nﬂ! MUT
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Rahn Tasply 4

2. Fawwa i berlaku sejak wangpal ditelapkan denpan keteruan
jika di kemwdizn hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diubah dan disempumakan sebapaimana mastinya.

Ditetapkan di -  Jakarta
Pada tanggal - 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

E;;;:;-.";hf;';r..f-c;r;ﬁc:smnaf AT f;'_
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AKAD PEMBIAYAAN MUSY 2

Rl
Bismillahirrahmanirrahim
“Hai crang-orang yang betitnan penuhi Akad- Akad itu”
{Surat Al Maidah ayat 1)
Nomor ; e
-Pada han ini, dwigm, tanggal ieifeithl (Sgapminh galp dinme duesin
wpmiedl Pukul diebd WIB (ominiy dopesd \gepmini gemi Waktu
Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, KHAIRINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada
bahagian akhir akta ini :
I. . Tuan m, lahir di Blora, pada tanggal 27-08-1965 (duapuluh
tujuh Agustus seribu sembilanratus enampuluh lima), Pemimpin Kantor
Cabang PT BANK W Jakarta-Mampang, bertempat tinggal
di Kota Bogor, Jalan Palern Rajadiinuiiissstinlumgl’, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan
Kota Bogor Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan -——--
Wl SRARENNNNF Warpz Negara Indonesia, untuk sementara
berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut dan berdasarkan Akta Kuasa Cabang tertanggal 14-01-2009
(empatbelas Janwani duoaribu sembilan) Nomer 12 yang dibuat
dihadapan MUSMENRENESENNG, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, setaku kuasa dari Tuan GNP - _
SIS, Dircktur Utamsa PT. EANK AOEENMNSSNNE, -
karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk
dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK NRRRENY . -
berkedudukan d&i Jakarta Pusat, yang anggaran dasamya telah
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Nomor 43, Tambahan Berita Negara Nomor 242 ;---~----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal diimiinetgs
(ol gt dopal el qeredvilenmisr. golrmraiTl
smimi) Nomor 32, Tanibfhan Berita Negara berturui-turut
Nomor 372, 373, 374, 373, dan Nomor 376 |———————-
-Berita Negara Republik Indonesiz tanggal deiniidadQiih
(mpiwioe dem s ki debumsth
ommibiiyR) Nomor 47, Tambahan Berita Negara Nomor
1048 ;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal Glesmmply
Dol e S S
Nomeor 1, Tambahan Berita Negara Nomor 12 j-——aneee e
-Berita Negara Republik Indonesia tangpal Gagemigts
(ool GO0 oW o
gmunlp) Nomor 49, Tambahan Berita Negara Nomor 5514;
-Akta tanggal SONPNINOR fimmpuinit dup denib duwwid
delepg) Nomor 45 dan Akta itangeal GleSSabeds
(tielesly ghghighan chosnilh giwigam) Nomor 57, yang
keduanya dibuat di hadapan disthsiembiees, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat

persetujuan dari Menteti Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat chﬁtusannya
tertanggal  GAiORPORP Guusivieg Gl duamb
dalapetn) Nomor AHU-SiifGaebhital. Tahun 000 ;-
-Akta tanggal inmmaens @pubi: divphenw dumite
wialnpatn) Nomor 9 yang dibuat di hadapan Notaris Bmtisugh
Wlmgi, Sarjana Hukum tersebut, anggaran dasar mana
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-Perubahan angparan dasar terakhir dimuat dalam akta
tertanggal (einieietlS (gupatnsiey dusl  alvanihu
eaasishey) Nomor 18 dan akia tertanggal dilebfadiifiih
(smninilenttl Septesslng jasslwesmuinlitl) Nomor 20,
yang keduanya dibuat di hadapan Siniaimifsbegy Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebapaimana temyata dari Surat
Keputuzsannya tertanggal GPpeaet? Gimme binpnesiey
clmmily: gpassheipe Nomor dliiielieiianiniisiinl T:hun
2009,

-sedang susunan pemegang saham dan susunan Direksi

dan Dewan Komiszaris PT. BANK BiShiskluisds

terakhir termuat dalam Akia tanggal (einhieRGSR

(il Pt gl delmmge Nomor 9 yang

dibuat di hadapan Notaris Hesltuissbsisl Sarjana Hukum

tersebut, perubahan Data Perseroan PT, BANK ——-——--—-
PR iana telah diterima dan dicatat didalam

database Sistim Administrasi Badan Hukum Departemen

Hulum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

t2ngza] VMMAN® (pymish Remmeies: i dinpet)

Nomor iniiseidiihinhini@on:

-selanjutnya dalam Perjamjian ini disebut sebagai PTHAK PERTAMA ;
I1.1. Tuan Miebmisabialesib@ae [2hir di Surabaya, pada tanggal
29-06-1968 (duapuluhk sembilan Juni seribu sembilanratus enampuiuh
delapan), Ketua Umum Badan Pengurus Koperasi shupminimasis]
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{selanjutnya disebut juga dbRREEEalddy), be
Kota Bekasi, Perumahan Jatiwarna Indah Blok

Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Jatirahayu,
Kecamatan Pondok Melati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
PEtSSPIIN . Warpa Negara Indonesia, umtuk sementara
berada di Jakarta ;
. Nyonys SOl Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal
b (e i N R i ),
Sekretaris Badan Pengurus iGNNGS, hertempat tinggal di
Kota Bekasi, Griya Bintara Indah Bieliisiehivssses®, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Bintara, Kecamatan Bekasi
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Mwhessesgbame,

. Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ; —-- -

. Tuan SAERPERSRERESNR, Sorjana Ekonomi, lahir di Lahat, pada -——
tanggal 15-01-1960 (limabelas Januari seribu sembilanratus enam
puluh), Bendahara Badan Pengurus MeGRESiseinl, bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Permata Garden NOvinBupmmsmi®), Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan/Desa Kalisbang Tengah,
Kecamatan Bekasi Utara, pemepang Nomor Induk Kependudukan
OIRITTPOTIIIO, Warga Negam Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta ;

- Menurut keterangan mercka dalam hal ini bertindak bersama-sama
dalam jabatan mereka tersebut di atas, karenanya sah mewakili Badan

Pengurus dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Koperasi
5 i — R PP P el

el disingkat dengan NOPBOWNINRER. berkedudukan di
Kantor Smisensliiesiwifopmiemmil® Jakaria, Jalan Jenderal Gatot Subroto

daasskiaptdS, Kelurahan Mwwiogmelemt, | ecamatan divsmegasinapadem,
Kotamadya Jakarta Selatan, yang perubahan anggaran dasamya telah
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Badan Hukum: GSRSSNSRE tanggal oRistOmNeS (demminh Ewemeg

S T R S,
- sedang susunan Pengurus dan Pengawas JRIMIRSSINAE. teralhir
sebagaimana termyata dari Surat Keputusan Badan Pembina ————-
“F RSO Nomor SK : GENEVIERGNY
tanggal imilediy fpmpainis envn iy towminy geanisid) tentang
Pﬂnbﬂ:-hentim dan Pengangkstan Badan Pengurus Dan Badan Pengawas
. SRS yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta
ini telah mendapat persetujusn dari Badan Pengawas (SIS
@B scbagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Pengurus Dan
Pengawas Koperasi BopumsinBolsesisbesaniivggn disingkat iapagis!
@ (Koperasi) berkedudukan di Jakarta, tertangpal dmbieSttd g
Pennish S0 sswbell) vang dibuat di bawah tangan dan
fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.
- Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai:

PIHAK KEDUA

-Para penghadap saya, Notaris kenal.
-Para pjhak terlebih dahulu menerangkan hal-hal scbagai berikut: —-—---r—
1. Bahwa Pihak Pertama merupakan Bank Umum Syariah sebﬁgaimana
dimaksud Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 (duaribu delapan)
tentang Perbankan Syariah yeng salah safz kegiatan usahanya adalah
memberikan fasilitas pembiayaan.
2. Bahwa Pihak Keduva merupakan nmuinitiessy Gwbens @& vang
membutuhkan dukungan Fasilitas Pembiayaan dalam rangka modal kerja
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berikut dengan segala perubahan, perpanjangan, penambahan dan atau
pembaharuannya. (selanjutnya disebut Surat Pihak Kedua),~~resememmnmo-

3. Bahwa sehubungan dengan yang akan dibiayai telah tersedia, PTHAK
KEDUA berdasarkan surat Wiiiieiihlirumiuiiviiig toriangsal

P (Ggueeblh Gyt glesgibe geming), bermaksod untuk
merealisasikan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah untuk sebesar ---—---

Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah).
4. Para Pihak sepakat bahwa terhadap dana yang direalisasikan berdasarkan
Akad ini dihttung sebagai bagian atau porsi Pihak Pertama dalam

pembiayaan ke konsumen Pihak Kedua.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Pihak telah saling ridho, sepakat
dan beritikad baik, membuat, mengikrarkan seria menetapkan kesepakatan
mengenai pembenan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan
Musyarakah ini (selanjuinya disebut dengan *“Akad™), dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL1

PENGERTIAN
1. Musyarakah adalah akad kerjasama antara Para Pihak dalam rangka
membiayai moedal kerja dalam pembiayaan ke konsumen Pihak Kedua,

yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan l‘ceuntlmgan maupun risiko
kerugian atas proyek tersebut ditanggung bersama seusai dengan
proporsi modal masing-masing,

2. Pembiayaan Musyarakah adalah pagu atau plafon dana yang
disediakan dan merupakan porsi Pihak Pertama untuk digunakan oleh
Pihak Kedua dalam rangka modal kerja pelaksanaan proyek pengadaan
dan pemasangan OSP-FO Node-B Jinihamdl lokasi hiiiiiihimg
{Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). -
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Pertama dengan Pihak Kedua yang mewajibkan
mengembalikan dana‘vang setelah jangka waktu fertentu dengan bagi
hasil.

4. Syarish adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al
Hadits.

5. Proyck Yang Dibiayai adalah pembiayaan konsumen Pihak Kedua
yang dilaksanakan Pihak Kedua yang bersifat produktif dan
diperkenankan secara Syariah.

6. Pendapatan adalah seluruh hasil penjualan yang diperoleh dari hasil
proyekfusaha yang dibiayai oleh Pembiayaan Musyarakah,-—--—--———-
7. Nishah adalah Rasio/perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil)
- - antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
8. Dasar Bagi Hasil adalah pendapatan yang disepakati Para Pihak sebagai
dasar perhitungan bagi hasil.

9. Bagl hasil adalah bagian hasil nsaha yang dihitung dari Pendapatan yang
dibasilkan dari usaha yang dibiayai dengan pembiaysan Musyarakah
yvang menjadi hak Pihak Kedua dan Pihak Pertama vang ditetapkan
berdasarkan Nisbah,

10. Harl Kerja Bank adalah hari kerja Bank Indonesia.

PASAL 2

— JUMLAH DAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH —

Pihak Pertama betjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan
Pembiayaan Musyarakah sebagai sebagai modal kerja Pihak Kﬁdﬁa dalam
memnjalankan kegiatan uszhanya dengan jumlah pokok pembiayaan Pihak
Pertama sebesar Rp. 4.000.000.000,- {(empat milyar Rupiah) yang berupa
sharing modal sebesar 32,64% (tigapuluh dua koma enampuluh empat
persen} dan sisanva sebesar 67,36% (enampuluh tujuh Koma tigapuluh enam
persen) menjadi kewajiban Pihak Kedua. .
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PASAL 3

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN MUSYARR

jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak pencairan Fasilitas dan wajib
dilunasi oleh Pihak Kedua sclambat-lambainya pada tanggat 31-06-2010
(tigapuluh satu Juni duaribu sepuluh) atau sesuai dengan proyeksi yang telah
disepakati dan ditandatangani Pihak kedua atau tanggal lain yang disepakati
Para Pihak.

PASAL 4

SYARAT-SYARAT
PENARIKAN PEMBIAY AAN MUSYARAKAH ———
1 Atas permohonan Pihak Kedua selama masa penarikan dengan syarat-

syarat dan ketenfuan antara lain sebagai berikut:

.4, Setiap permintaan untuk merealisasikan Fasilitas Pembiayaan wajib
disjukan secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
dengan mencantumkan jangka waktu pembiayaan yang diinginkan,--

b. Pihak Kedua akan melakukan analisis atas setiap permohonan
realisasi Fasilitas Pembiaysan yang diajukan secara tertulis oleh
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

c. Pihak Kedoa tidak berhak mengajukan permohonanan realisasi

Fasilitas Pembiayaan kepada Pihak Pertama dan karenanya Pihak
Pertama berhak menolak permintaan Pihak Kedua untuk membuat
dan menandatangani Akad Pembiayaan &almn hal :

(1} melewati batas maksimal jumlah Fasilitas Pembiayaan dan atan
(2) melewati jangka waktu Fasilitas Pembiayaan sebagaimﬁna diatur
pada Pasal 3 Akad ind.
d. Pihak Pertama berhak setiap saat, berdasatkan pertimbangan Pihak
Pertama sendiri untuk melakukan sebagian dan atau seluryh tindakan
sebagaimana dimaksud di bawah ini :

1) Meninjan/ mengurangi jumlah Fasilitas Pembiayaan berdasarkan -
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Akad ini,

2) Menolak permohonan Pihak Kedua untuk me:

Pembiayaan.
3) Mengakhiri Akad ini dan penyediaan Fasilitas Pembiayaan
berdasarkan Akad ini, Akad Pembiayaan, serta akad-akad lain
yang berhubungan dengan penyediasn Fasilitas Pembiayzan

Satu dan lain dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam
pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan
Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala
risiko yang timbul sehubungan dengan adanya funtutan / gugatan /
klaim dalam bentuk apapun yang mungkin timbul dari pihak

manapun termasuk dari Pihak Kedua sendiri.

-2. ; Dfmgan telah ditandatanganinya Akad Musyarakah dan seluruh dokumen
terkait lainnya sehubungan dengan pemberian Fasilitas pembiayaan oleh
Para Pihak, Pihak Pertama dapat melakukan pencairan Fasilitas
Pembiayaan pada Han Kerja Pihak Pertama, dengan ketentuan dan
syarat-syarat aniara sebagai berikut:
8  Menyerahkan Surat Perintah Ketja (SPK) asli.
b Melampirkan proyeksi cashflow dan proyeksi nisbhah bagi hasil yang
disepakati dan ditanda-tangani oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama.

¢ Menyerabhkan Standing Instruction atas pembayaran proyek dari
bowheer ke rekening Pihak Kedua di Pihak Pertama yang merupakan

perintah transfer Jangsung dari bank bowheer ke Pihak Pertama.-——
o A i Y S A ST B Pt
dalam Akad Musyarakah dan atan dokumen lainnya.
PASAL S

~—— NISBAH DAN TATACARA PERHITUNGAN BAGI HASIL —
{1) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan nisbah sebagai tertuang
dalam lampiran I Akad ini. ;
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¢. Dasar perhitungan Bagi Hasil diperoleh dari penghitungan dari
selisih Pendapatan dengan biaya tenaga kerja sebelum dikurangi

pajak-pajak dan ongkos-ongkos.

d. Sedangkan jumiah Bagi Hasil yang diterima masing-masing Pihak
adalah Nisbah yang telah disepakati dikalikan dengan realisasi
Dasar Bagi Hasil.

¢. Nominal Bagt Hasil adalah Nisbah dikalikan dengan realisasi Dasar

Bagi Hasil.

PASAL 6
memcemmeee e PEMBAYARAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

'(1}. Pihak Kedua wajib membayar kembali Pembiayaan Musyarakah yang
diberikan Pihek Pertama sebagaimana diatur datam lampiran [ tentang
Proyeksi Angsuran/ Pendapatan.

(2). Pembayaran angsuran Pembiayaan Musyarakah tersebut tidak berlaku
apabila dilakukan pelunasan atas persetujuan Pihak Pertama dan ditkuti
dengan berakhimya akad Pembiayaan Musyarakah ini.

PASAL 7

PEMBAYARAN BAGI HASIL

(1) Pihak Kedua wajib membayar Bagi Hasil sebagaimana yang telah
disepakati dalam Pasal 5 akad ini dalam jangka waktu setiap bulan dan
terhitung sejak penarikan Fasilitas pernbiayaan.

(2) Apabila Pihak Kedua karens kelalaiannya terlambat melakukan
pembayaran Bagi Hasil, maka dikenakan denda perhari sebagairmana
diatur dalam lampiran I Akad ini yang bersifat final dan wajib
dibayarkan kepada Pihak Pertama.

-Dana denda diperuntukan sebagai dana sosial.
PASAL S
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PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat dilskukan secara
tunai/cash di kantor PIHAK PERTAMA atau dengan cara pendebetan

ke rekening PIHAK KEDUA dikantor PIHHAK PERTAMA/ melalui
pemindahbukuan coverbooking/transfer), atau dengan cara lain yang
disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

2. -Apabila tanggal pelunasan pembiayaan Musyarakah dan pembayaran
bagi hasil jatuh pada hari libur, maka pelinasan pembiayaan
Musyarakah dan pembayaran bagi hasil dibayarkan pada hari kerja
sebelumnya.
-Apabila tanggal pelunasan pembiayan Musyarakah dan pembayaran
bagi hasil adalah awal bulan dan jatuh pada hari libur, maka pehmasan
pembiayaan Musyarakah dan pembayaran bagi hasil dibayarkan pada
hari kerja pertama bulan yang bersangkutan.

3. Apsabils PIHAK KEDUA Lkarena kelalaian terlambat melakukan

pembayaran angsuran pembiayaan dam bagi hasil, maka dikenakan
denda yang akan ditentukan kemudian, yang bersifat final dan wajib
dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Apabila Akad pembiayaan Musyarakah ini telah berakhir dan PIHAK

KEDUA belum melunasi pembayaran angsuran pembiayaan dan bagi
hasil, maka ketentusn tentang pembayaran angsuran pembiayaan dan
bagi hasil yang telah diperjanjikan tetap berlaku.
PASAL Y

PENGAKUAN KEWAJIBAN

-PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan dengan sebenar-benamya dan
secara sah mengaku berkewajiban mengembalikan Pernbiavaan Musyarakah
yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan biaya lain yang timbul
sehubungan dengan akad ini. :
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PASAL 10
BIAYA-BIAYA

(1). Pihak Kedua wajib membayar biaya administrasi sebeds
Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta Rupiah).

(2). Pencairan Pembiayan dapat dilaksanakan setelah seluruh biaya-biaya
yang berkaitan dengan pembiavaan ini seperti bea meterai, biaya
percetakan, biaya notaris, biaya pejabat pembuat akta tanah (PPAT),
premi asuransi, biaya-biaya lainnya telah dilunasi oleh Pihak Kedua. ----

PASAL 11

— HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PIHAK KEDUA —-

Tanpa mengurangl/ mengesampingkan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua
yang tercantum pada pasat lain Akad ini, Pthak Xedua berkewsnjiban untuk :-
1. Menjamin terlaksananya pengikatan atas objek barang-barang yang
' dijm:‘li.kan jaminan /diaginan olgh Pihak Kedua;

2. -Memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama,
apabila akan ataw setiap terdapat perubahan susunan Pengurus dan/atau
Pemegang Saham Pihak Kedua;
3. Pihak Kedua wajib mempertahankan keadaan/kondisi keuangan yang
schat; .
4. Pibak Kedua wajib menyediakan saldo yang mengendap di rekening
Pihak Kedua di Pihak Pertama minimum sebesar 1 {satu) kali

angsuran;
5. Sepgera menginformasikan Pihak Pertama h;l—ha] sebagai berikut:-——--

t. peristiwa Wanprestasi;

ii. suatu perkara, litigasi dan arbitrase;

iii. kejadian atau keadaan lainnya yang secara materil akan
memperburuk usaha atau keadaan keunangan Pihak Kedua;-----——

6. Menyerahkan Memelihara keberadaan usahanya dan menjalankan
usahanya sesuai dengan cara-cara yang layak dan efisien dan mematuhi
ketentuan hukum, perundang-undangan, perjanjian dan kﬁvajiban,
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ditetapkan;

dari Pemerintah, dan segera mengambil tindakan untuk memperoleh
izin-izin tambghan yang diperlukan, dan mematuhi ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh izin-izin tersebut dan menyerahkan
copynya kepada Pihak Pertama;
8. Mengganti barang Agunan yang dijaminkan kepada Pihak Pertama,
apabila dikemudian hari berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh
Pihak Pertama, maupun yang dilakukan melalui perusahaan penilai
ndependen atas perintah Pihak Pertama, nilai jaminan menjadi
berkurang/kurang dari jumlah nilai yang telah ditetapkan oleh Pihak
Pertama, dan/atau difemukan hal-hal yang dapat atau berpotensi
menimbulkan adanys masalah terhadap barang Agunan tersebut; --—---

9. -Pihak Kedua wajib menjaga sehimih kewsjiban Pihak Kedua terhadap
krediturnya setiap saat berada dalam kategori lancar atau kolektibilitas
1 {satu) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

10. Memenubi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban vang
ditentukan di dalam Akad dan/atau oleh Pihak Pertama; -— -

PASAL 12
HAI-HAL YANG TIDAK BOLEH

DILAKSANAKAN PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama

masa berlangsungnya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan
tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA fidak akan melakukan
salah satu, sebagian atau seluruh perbnatan-perbuatan sebagai berikut: ~—
1.  Melakukan perubahan Anggaran Dasar antara lain dengan mengubah

ruang lingkup usaha, menurunkan modal dasar.
2.  Melakukan atau mengajukan permohonan likuidasi atau pembubaran

atau tindakan kepaihitan.
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10.

11.

- dilunasi.

Melakukan akuisisi, tnerger, restrukturisasi, ko
pemisahan perusahaan PTHAK KEDUA dengan pert

Mengikatkan dir1 scbagai penjamin terhadap pihak lain dan atau
menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang
sudah ada saat ini.
Menjual aktiva perusahaan, kecuali aktiva perusahaan vang digunakan
dalam kegiatannya schari-hari.

PIHAK KEDUA melakukan investasi baru, baik yang berkaitan
langsung atan tidak langsung dengan kegiatan PITHAK KEDUA yang
akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi
kewajiban PIHAK KEDUA kepada PTHAK PERTAMA. ———-mnem -
Melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham sebelumn
seluruh kewajiban kepada PIHAK PERTAMA di sclesaikan dan

Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk
tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang
diluar prakiek-prakiek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan
pembelian lebih mahal serta melakukan penjoalan lebih murah dar

pasar.
Menerima pinjaman/ pembiayaan baru dari Bank atau Lembaga
Keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim dan fasilitas
Bank lain yang sudah ada saat ini, tanpa seizin PIHAK PERTAMA . —
Menyewakan assets yang diagunkan di PTHAK PERTAMA kepada
pihak lain, tanpa persetujuan PITHAK PERTAMA, '
Melakukan hal-hal lain yang akan berdampak memgikan keduabelah
pihak selama pelaksanaan dar Akad ini.

PASAT. 13

PERNYATAAN PFIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA dan/ atau pihak terkait/terafiliasi dengan PIHAK
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KEDUA dengan ini menyatakan tanpa dapat
kembali atau diubah dengan alasan apapun dan dalag}

janii memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung baik
tersurat maupun tersirat kepada Komisaris, Direksi, Karyawan
dan/atau pihak terkait dengan PIHAK PERTAMA, antarz iain tidak
terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa
benda bertubuh maupun tidak bertubuh)/ tidak bergerak, hak-hak,
fasilitas-fasilitas danfataun segala sesuatu yang dapat ditafsirkan
sebagai imbalan dalam arti scluas-luasnyz yang menguntungkan
danfatau  dapat menyebabkan keuntungan prbadi dan/atan
kelompoknya yang diduga dan/atav dapat diduga berakibat langsung
atan tidak langsung pada kebijakan Pembiayaan yang diberikan baik
; scbetu;n, pada saat dan/ atau setelah keijasama Pembiayaan
diberikan.

2. PIHAK KEDUA Iwrhak dan berwenang sepenuhnya untuk
menandatangani Akad ini dan semua surat dokumen yang menjadi
kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut

3. PIHAK KEDUA menjamin, bahwa segala surat dan dokumen seria
akta yang PIHAK KEDUA tanda-tangani dan/atan gunakan berkaitan
dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan PIHAK "
KEDUA fidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan
danfatau hukum yang berlaku, dan hal-hal lain yang dapat
meﬂghal:mgi pelaksanaan Akad ini. .

4. Dalam hal PIHAK KEDUA berbentuk Badan Hukum, PIHAK
KEDUA menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini
para pengurus dan pengawas atau organ lainmya vang dapat
dipersamakan dengan ity berdasarkan undang-undang telah
mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan PIHAK KEDUA

Pemberian jaminan..., Humaira Ridanty, FH Ul, 2011.



berkaitan dengan Akad ini.

membebaskan PTHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau gugatan

yang datang dari pihak mana pun dan/atau atas alasan apa pun. --—---—-

6.  Penandatanganan Akad imi oleh PIHAK KEDUA dan pelaksanaannya
oleh PIHAK KEDUA atas salab satm kewajibannya dan/atau
pelaksanaan oleh PIHAK KEDUA atas salah satu haknya berdasarkan
Akad ini tdak akan bertentangan dengan atau mengakibatkan
pelanggaran suatu bukum, peraturan, keputusan, perganjian atau
kewajiban lain yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA, atau
melanggar suatu batazan yang diterapkan pada PIHAK KEDUA. ——--

7. Tidak adanya perkara, litigasi, arbitrase atau proses administratif yang
' mclil;alkm PIHAK KEDUA yang saat ini berlangsung atan tertunda,
- atau yang sepanjang pemgetahuan PIHAK KEDUA, mengancam
PIHAK KEDUA atau salah satu aset atan pendapatannya. e

. PIHAK KEDUA tidak melakukan atau berada dalam keadaan
wanprestasi berdasarkan suatu hukum, peraturan, putusan, perjanjian

atau kewajiban yang berlaku tethadapnya atan salah satu asetnya atau
penghasilannya, dimana konsekuensi wanprestasi tersebut akan secara
materil mempengaruhi dan berpengaruh buruk terhadap usaha
keadaan kevangan PIHAK KEDUA,

9.  PIHAK KEDUJA menjamin dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan
atas dokumen-dekumen atas nama end vser oleh PIHAK PERTAMA,
Pﬁncriksaan tersebui meliputi namun tidak terbatas pada ﬁnkumen
perjanjisn, doknmen jaminan dan pengikatan, asuransi, serta kyalitas
angsuran end user.

PASAL 14

CIDERA JANJI
1.  Apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian yang dilakukan
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resiko yang menyebabkan kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab

sepenuhnya Pihak Kedua dan Pibak Pertama berhak untuk
menghentikan secara sepihak dengan tetap menagih pemenuhan
pembayaran dani Pihak Kedua.
2.  Apabila Pembiayaan Musyarakah ini digunakan untuk keperluan lain,
maka Pihak Pertama berhak scketika menagih dan Pihak Kedua

diwajibkan tanpa menunda-munda lagi membayar seluruh pembiayaan
yang felah diberikan Pihak Periama kepada Pibhak Kedua, biaya-biaya,
dan kewajiban-kewajiban lainnya dengan scketika dan sekaligus lunas.
3. DBilamana pembiayaan Musyarakah sebagaimana ayat (2) di atas tidak
diselesaikan pada waktu vang ditetapkan, maka Pihak Pertama berhak
untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan Pembiayaan
Musyarakah int, baik secara dibawah tangan atas kehendak Pihak
Kedua maupun secara lelang dimuka wmum untuk dan atas nama
pemmintaan Pihak Pet;mna dan atas keikhlasan sendin Pihak Kedua
Pibak Kedua dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan
menyerahkan/ mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana yang
tersebut dalam Pasal 18 akad ini,
4.  Apabila pernyataan pada ayat (3) tersebut diatas tidak dilaksanakan
dengan semestinys, maka atas biaya Pihak Kedua sendiri, Pihak

Pertama dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya. ——--
PASAL 15
RISIKO USAHA

Para Pihak sepakat bahwa
1. Pibak Pertama tidak menanggung risiko usaha dan kerugian yang
disebabkan oleh cidera janji, kelalaian dan kesalahan yang dilakukan
Pihak Kedua.
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2.  Pihak Pertama menanggung risiko usaha dan kep
karena kejadian-kejadian diluar kekuasaan dan Edk
Kedua (force majeure) sebagaimana tersebut dalam Pz

3.  Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua
untuk melakvkan pengelolaan dana yang diserahkan oleh Pihak
Pertama dan Pihak Pihak Kedua dengan ini menerima kuasa
pengelolaan dana dari Pihak Pertama sebagaimana penyertaan dana
yang diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak kedua sebagaimana
dalam Akad ini.

PASAL 16
FORCE MAJEUR

I.  Apabila terjadi kejadian-kejadian force majeur dibawah ini: --—----——-
a. Bencana alam, letusan/ ledakan gunung berapi, gempa bumi,
banjir, badai;

-b. Perang dan kerusuhan yang dinyatakan oleh Pemerintah; - i
¢. Pengambilalihan kegiatan usaha badan hukum oleh Pemerintah
Republik Indonesia terhadap salah zatu dari Para Pihak vang
mengakibatkan pihak dan/atau kantor perwakilan/cabang pihak
yang mengalami force majeur tersebut tidak dapat menjalankan
usahanya dan/atay melanjutkan kewajtbannya menurut Akad ini,
baik untuk seterusnya atau untuk sementara waktu maka pihak
yang mengalami jforce majeur terscbut akan segera
memberitahukan secara tertulis dalam waki paling lambat 14
{empatbelas) hari kalender kepada pihak lain dengan
melampirkan  pernyataan/keterangan tertulis  dari Pﬁncrintah
selempat atau Pejabat yang berwewenang untuk dipertimbangkan
salah satu Pihak.

2. Keadaan tersebut tidak merupakan alasan pembatalan Akad ini, akan
tetapi merupakan keadaan yang bemifat sementar/menanggubkan
sampai dengan keadaan tersebut dapat diatasi. :
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PASATL. 17

PEMERIKSAAN DAN PENGAW

yang ditunjuk oleh Para Pihak untuk setiap waktu meminta keterangan dan
melakukan pemeriksaan yang diperlukan Pihak Pertama baik kepada Pihak
Kedua danfatan perusahaannya maupun atas barang-barang vang dibiayai
dan Pembiayaan Musyarakah ini dan Barang jaminan lainnya, ---sscs—mememe-
PASAL 18
JAMINAN

1.  Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali terhadap setiap
pencairan Fasilitas Pembiayaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua,
Pihak Kedua setujn untuk memberikan Agunan kepada pihak Pertama,
berupa:
- Piutang (tagihan) atas kontrak vang dibiayai PIHAK PERTAMA

. sebesar plafond pembiayaan maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima

milyar Rupiah).

2.  Untuk keperluan pembenian Agunan tersebut, Pihak Kedua setuju
untuk pada wakiunya nanti, mengikatkan diri untuk menandatangani
suatu perjanjian atau dokumen sebagaimana diminta oleh Pihak
Pertama untuk tujuan pemberian Agunan, agar Agunan terikat sah dan
efektif secara hukum yang mana dokumen tersebut merupakan satu
kesatuan dan tidak terpisahkan dari Akad ini.

3. Untuk keperluan pemberian Agunan tersebut, Pihak Kedua setuju
untuk pada waktunya nanti, mengikatkan diri untuk menandatangani
suatu perjanjian atau dokumen sebagaimana diminta Qléh Pihak
Periama untuk tujuan pemberian Agunan, agar Agunan terikat sah dan
efektif secara hukum yang mana dokumen tersebut merupakan satu
kesatuan dan tidak terpisahkan dari Akad ini.

PASAL 19

ASURANSI TERHADAP PEMBIAYAAN —ee
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beban Pihak Kedua dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku, ««——-----—-

PASAL 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

l. Segala perselisthan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam
memghamy/ menafsirkan bagian-bagian dari isi atan  dalam
melaksanaken Akad ini, maka Para Pihak akan berusaha untuk

menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila usaha menyelesaikan perbedzan pendapat atan perselisihan
melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan

yang disepakati oleh Para Pihak, maka dengan ini Para Pihak sepakat

dan ;rretuju untuk menvnjuk dan menetapkan Badan Arbitrase Syarish

- Nasional (Basyarnas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang
berlaku di dalam Badan Arbitrase tersehut.

3. Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap
yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS
tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir, ———————~

PASAL 21

PEMBERITAHUAN

1.  Setiap pemberitahnan schubungan dengan Akad Pembiayaan
Musyarakah ini dianggap telah disamp;ikm secarz baik dan sah,
apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi

dengan tanda terima ke atamat di bawah ini :
-PIHAK PERTAMA
PT. BANK SN -
Kantor Cabang Jakarta Mampang,
Jalan Mampang Prapatan Nomor Jlliiiagiel .
Telepon  :(021) SEENEED (021 RN,
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Faksimili - (02]) .
- PIHAK KEDUA :

Koperasi }§
e (PR )
Gedung Graha il Caraks [N .
Jalan Gatot Subroto Nomor @il
Jakarta .
Telpon (021 -

Faksimili  :(021) (SN
Up. : Ketun Koperasi.

2. Setiap pembatalan/perubshan alamat sebagaimana tersebut di atas
harus diberitahukan kepada masing-masing pihak selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari sebelum pembatalan/perubahan alamat. Segala hat yang
tetjadl akibat Keterlambatan pemberitabuan  tersebut menjadi

. tanggungjawab pihak yang melakukan pembatalar/perubahan tersebut,

PASAL 22
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
1. Kuasa-kuasa (Wakalgh) yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada

Pihak Pertama dalam akad ini diberikan berdasarkan ketentuan

Syariah yang diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik
kembali/diakhiri baik oleh ketentzan undang-undang yang mengakhiri
pemberian kuasa (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata) maupun oleh sebab apapun juga.
dan kuasa-kuasa terscbut merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari akad Pembiayaan ini, yang tanpa adanya kuasa kuasa
tersebut akad ini tidak akan dibuat.

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini tunduk pada hukurmn
positif yang berlaku di Indonesia dan akan dituangkan dalam surat-
menywrat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari akad ini. .
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3.  Apabila setelah Akad Pembiayaan berakhir Pihak
atau Pembiayaan dihentikan secara sepihak oleh Pikjg

denda dan biaya-biaya yang timbul dari akad ini
lainnya tetap berlaku.
= DEMIKIAN AKTA INI =
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadin oleh;
- Nona NENNEANENNENEY. jehir di Padang, pada tanggal duapuluh
delapan Juli seribu sembilantatus tujuhpuluh tujuh (28-7-1977), —-—
karyawan, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan juninimsini; nomor
73, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan --—-— e

Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, psmegang Kartu Tanda ——--
Penduduk nomor NN, untuk sementara berada di Jakarta;
ok “ lahir di Jakarta, pada tanggal 13-10-1984 (tigabelas
Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Karyawan, bertempat
tinggal di Jakarts, Jalan @M@ Barat @R Rukun Tetangga 004, Rukun
Wargz 005, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

pemegang Nomor Induk Kependudukan NS .-
kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -~
meneandatangani akta ini.
Dibuat dengan weME—-.g., SIS maupun EENGD.
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BIMYA =
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AKTA JAMINAN FIDUSIA

Notnor :

-Pada han int,

Pukul

-Berhadapan dengan saya, KHAIRINA Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dengan dihadin oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut
pada bagian akhir kata ini;
L1. Tuan , lahir &i . pada tanpggal

, Ketua Unum Badan Pengurus

. Jokarta Raya

; {selmj;.lmya disebut juga ), bertempat tinggal di
Kota , Perumahan , Rukun
Tetangga , Rukun Warga . Kelurahan/Desa "
Kecamatan . pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

., Warga Negara Ipdopesia, untuk sementara

berada di Jakarta ;

2. Nyonya . Sarjana Hukum, lahir di , pada tanggal
Sekretaris Badan Pengurus , bertempat tinggal di '
Kota , Griya ) , Rukun Tetanppa

, Rukun Warga . Kelurahan/Desa . Kecamatan

| , pemegang Karm: Tanda Penduduk Nomor | :

Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ; —--—---- =t

3. Tuan . Sarjana Ekonomi, lahir di , pada --—-
tanggal

, Bendaharza Badan Pengurus .

bertempat tinggal di Kota , Permata
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Rukun Tetangga » Rukun Warga

, Kecamatan "
Kependudukan , Warga Negara Indonesia, untuk
sementara berada d1 Jakarta ;

- Menurut keteranpgan mereka dafam hal ini bertindak bersama-sama dalam
jabatan mereka tersebut di atas, karenanya sah mewakili Badan Penpurus

dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Koperasi Pegawai

Jakarta Raya disingkat

dengan . berkedudukan di Kantor
Jakarta, Jalan . Kelurahan
. Kecamatan » Kotamadya Jakarta

Selatan yang perubahan anggren dasamya telah mendapat pengesahan dari
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

" nomor , Ssedang susunan
Pengurus dan Pengawas terakhir sebagaimana
temyata dari Surat Keputusan Badan Pembina

nomor tanggal
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Badan Pengurus Dan Badan Pengawas , yang untuk

melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan
dann Badan Pengawas scbagaimana temyata dan
Berita Acara Rapat Pengurus Dan Pengawas ‘Kuperas: Pegawai
berkedudukan di Jakarta,
tcrtanégal yang r.l'libuat di
bawah tangan dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.-~-——-—----
* " tersebut, berikut segenap pengganti dan penerus
haknyz selanjutnya disebut sebagai "NASABAH" atau "Pemberi Fidusia");--
IT. Tuan , lahir di » pada tanggal

» Pemimpin
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Kantor Cabang PT BANK
bertempat tinggal di , Jalan
. Rukun Tetangga  , Rukun Warga

,» Kecamatan , pemegang Nomor Induk
Kependudukan , Warga Negara Indonesia, untuk
semnentara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam  jabatannya
tersebut dan berdasarkan Akta Kuasa Cabang tertanggal
Nomor yang dibuat
dihadapan , Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, selaku kuasa dari Tuan
» Direktur Utama PT. Bank , karenanya
sah mewakili Dircksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas
nar;la perseroan terbatas PT. Bank , berkedudukan di
Jakarta Pusat, vang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam : —-
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal
Nomor , Tambahan
Berita Negara Nomor 4
-Berita Negara Republik Indonesia tangpal

Nomor
Tambahan Berita Negara berturut-turut Nomor ;
dan MNomor ¢
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal

Nomor .

Tambahan Berita Megara Nomor ;
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal
Nomor , Tambahan

Berita Negara Nomor -

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal

Nomer
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Tambahan Berita Negara Nomor [PV

-dan Akta tanggal
Notnor dan Akia tanggal

Nomor , yang keduanya dibuat di
hadapan , Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat persetujuan dari Mentari Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya

tertanggal Nomor -
-Akta tanggal
Nomor yang dibuat di hadapan Notaris , Sarjana

Hulum tersebut, anggaran dasar mana telah diberitahukan dan
diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal

-
Nomor b

-Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tertanggal
Nomer dan
akta terfanggal
Nomor , yang keduanya dibuat di hadapan
, oarjana Hukum, MNotaris di Jakarta, akta mana telah
mendapat persetujuan dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dan Surat Keputusannya

L |

tertanggal Nomor

-sedang susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan Dewan

Komisaris PT. Bank terakhir termuat dalam Akta
tanggal
Nomor yang dibuat di hadapan Notaris » Sarjana

Hukum tersebut, perubahan Data Perseroan PT Bank —————-veeeenes

mana telah diterima dan dicatat didalam database
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Ststim Administrasi Badan Hukum Departemen H
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal

Nomor

{"PT.Bank " tersebut berikut segenap pengganti
haknya untuk selanjutnya disebut "BANK" atau "Penerima Fidusia™). -—---

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,
-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut
menerangkan terlebih dahuly :

A. Bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima Fagilitas
Pembiayasn Musyarakah yang akan diterangkan di bawah ini, dan
Penerima Fidusia selaku pihak yang memberikan Fasilitas Pemnbiayaan
Musyarakah yang akan diterangkan dibawah ini, telah dilangsungkan
Akad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat di hadapan saya, Notaris
.tanggalr

Normnor

(-Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut berikut segenap tambahan dan
pengubahannya dikemudian hari untuk selanjutnya disebut “Akad™). -----

B. -Bahwa, bherdasarkan Akad terssbut BANK telah setuyju untuk
memberikan plafond fasilitas pembiayaan masing-masing untuk Fasilitas
Musyarakah untuk jumlah total setinggi-tingginya sampai jumlah
sebesar Rp.

C. -Bahwa, untuk lebih menjamin dan memmgélmg terbayarnya dengan ---
baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh NASABAH
kmﬂa BANK berdasarkan Akad tersebut, Pemberi Fidusia di.wajibkan
untuk memberikan jaminan Fidusia atas tagihan milik NASABAH atau
Pemben Fidusia terhadap pihak ketiga baik yang sekarang telah dimiliki
oleh Pembent Fidusia maupun yang akan dimihki di kemudian hart oleh
Pemberni Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia sebagaimana yang
akan divraikan i bawah ini. i3, TR
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D. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberi
tentukan dalam Akad tersebut, maka Pemben Fid

Fidusia telah mufakat dan setuju, dengan ini meng
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) yaitu Perjanjian
tentang Jaminan Fidusia yang hendak dinyatzkan sekarang dalam akta

ind .
-Selanjuinya, para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya
tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarmnya dengan baik segala
sesuatu yang tethutang dan harus dibayarkan oleh NASABAH kepada
BANK, baik karena fasilitas pembiayaan Musyarakah, Nisbah Bagi Hasil
dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Akad tersebut, dengan
jumlah hutang pokek Rp.

' : maka NASABAH dengan bertindak dalam
kedudukan setaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan
jaminan fidusia dengan cara mengalihkan hak kepemilikan secara
kepercayaan kepada Penenima Fidusia, dan BANK dengan bertindzk dalam
kedudukan selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini mensrima
pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan dari Pemberi Fidusia atas :-

-semua hak tagihan dan tuntutan baik yang ada sekarang maupun

dikemudian hari dimiliki oleh Pemberi Fidusia terhadap anggota

NASABAH/Pemberi Fidusia serta terhadap pihak lain yang mempunyai

kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang/hutang kepada Pemberi

Fidusia sebagaimana termuat dalam Dafiar Tagihan

| yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal

yang ditanda-tangani oleh Badan Penguns , Daftar
Tagihan mana aslinya dilekatkan pada minuta akia ini, dan Daftar
Tagihan tersebut berikut dengan segenap pengubahannya merupakan
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bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari].z

selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan \'
Fidusia") yang seluruhnya bermilai Rp.

-Nilai Penjaminan berdasarkan akta ini adalah sebesar Rp.

atau sejumlah lainnya sesuai dengan jumlah yang terhutang oleh NASABAH
kepada BANK. pada suata waktu sebagaimana yang akan ditetapkan oleh
BANK berdasarkan pembukuan yang khusus diadakan untuk keperluan
tersebut oleh BANK.

-Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak datam keduduk-
annya terscbut menerangkan pemberian jaminan fidusia ini diterima dan
dilangsung?mn dengan persyaratan dan ketentusn sebagai berikut: -—————
: : Pasal 1

I. -Pengalihan hak kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia yang akan
dan/atau telah diperoleh di kemudian hari dilakukan sejak tanggal
penandatanganan akta ini, tapi untuk nantinya berlaku seketika pada
saat Objek Jaminan Fidusiz tersebut iclah menjadi milik dan
NASABAH/Pemberi Fidusia, schingga dengan demikian Penerima
Fidusia menjadi pemilik atas Objek Jaminan Fidusia, dengan tidak
mengurangi ketentuan dalam Undang-indang Fidusia dan ketentuan

yang tercantum dalam akta ini.

2. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia
dan selama berlakunya Akad, Penerima Fidusia memberikan wewenang
kepada Pemberi Fidusia untuk melskukan penagihan atas Obyek

Jaminan Fidusia vntuk kepentingan Penerima Fidusia.

Pasal 2

-Selama berlakunya pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan
Fidusia, Pemberi Fidusia wajib memberitahukan secara tertulis kepada para

debitur dari Pemben Fidusia (untuk selanjutnya disebut "Debitur Pemberi
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Fidusia"} dan minta agar mercka membayar hutang
piutang yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia tersebut Lanks o
rekening Pemberi Fidusia yang akan ditetapkan oleh para™e
(mﬁk selapgutnya disebut "Rekening Tersendin™).

-Dengan f©idak mengurangi kewajiban dari Pemberi Fidusia untuk
menyampaikan pemberitahuan sebagai mana tersebut di atas, Penerima
Fidusia berhak untuk dan sepanjang diperlukan telsh pula diberi kuasa
dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan pemberitahuan
kepada Debitur Pemberi Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. -—-
Pasal 3

-Pemberi Fidusia wajib memberi laporan kepada Penerima Fidusia tentang
keadaan termasuk perubahan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan disertai
daftar Obyek Jaminan Fidusia setiap bulan, selambatmya 14 (empatbelas)
i'la.ri sctcla]rl berakhirnya periode tersebut atan sewaktu-waktu bila diminta
oleh Penerima Fidusia, dalam format yang disetujui ofeh Penerima Fidusia. -
-Daftar tersehut harus memuat alamat Debitur Pemberi Fidusia, jumlah dan
tanggal jatnh wakiu tagiban, serta informasi lain yang diperlukan gleh

Penerima Fidusia.

-Tidak dimuatnya suatu tagihan dalam daftar tersebuf tidak akan mengurangi

hak Penerima Fidusia atas tagihan tersebut.
-Penambahan tagihan dianpgap sebagai pengganti tagihan vang telah
dilunaskan dan termasuk dalam pemberian fidusia yang dilakukan dengan

-Pemberi Fidusia mengikat diri dan berjanji untuk dan atas permintaan
pertama dari Penerima Fidusia, menyerahkan kepada Penerima Fidusia
semua surat, dokumen dan Keterangan yang merupakan kelengkapan dari

Obyek Jaminan Fidusia tersebut yang dianggap perlu untuk melakukan

penagihan.

Pasal 4 z

1. Pemben Fidusia menjamin Penerima Fidusia, bahwa :
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kepada siapapun, kecuali kepada Penerima Fidusia, sehingga

Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk mengalihkan hak

kepemulikannya.

c. Objek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan sedang
dijaminkan baik sekarang maopun dikemudian hari kepada
siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima Fidusia,

serta tidak tersanghkut dalam suatu perkara atau dalam sitaan. —

2. Pemben Fidusia baik sekarang maupun dikemudian hari membebaskan
dan/atau melepaskan Penerima Fidusia dan segenap wunfutan, gugatan
atau tagihan yang mungkin dizjukan oleh pihak manapun mengenai atan
. yang I;mrhubungan dengan hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia
terscout di atas.

Pasal 5
-Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek
Jaminan Fidusia, juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan
cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara

apapunt Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.

Pasal 6
1. Dalam hal Pemberi Fidusia danfatau Pihak Pertama tidak memenuhi
dengan scksama salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu
ketentuan dalam Akad (untuk selanjuinya disebut "Peristiwa Cidera
TG B R WA VAR e e
kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya
pelanggaran atan kelalatan Pemberi Fidusia/ Pihak Pertama datam
memenuhi kewajibannya tersebut, karenanya dalam hal terjadi
demikian, maka hak Pemberi Fidusia untuk meminjam panti Obyek

Jaminan Fidusia tersebut mengadi berakhir.
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2. Dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji, maka
sendiri Peneritna Fidusia berhak untuk melakukan xS

ifu dan memberikan tanda penerimaannya dan kemudian seluruh hasil
penagihan Objek Jaminan Fidusia akan diperhitungkan dengan seluruh
keperluan kewajiban Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan di bawah
ini, untuk keperluan tersebut Penerima Fidusia berhak mengangkat
kuasa atau Pengacara, membayar dan menentukan honorariumn mereka,
satu dan lain tanpa hams memberitahukan atau minta persetujuan dari
Pemberi Fidusia.

-Segera setelah Penerima Fidusia menerima seluruh hasil penagihan Obyek
Jaminan Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia harus mempergunakan
senma _]umlah yang diterima dan hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia
satr:lah dikurangi dengan biaya penagihan, termasuk honorarium wakil atan
pmgacara atau biaya lainnya, untuk pembayaran kembali hutang
NASABAH kepada BANK termasuk nisbah bagi hasil dan biaya lamnya
berdasarkan Akad tersebut.

-Apabila hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi
unfuk melunasi semuwa apa yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada
BANK, maka NASABAH tetap terikat untuk membayar lumas sisa hutang
yang masth harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan
Akad.

-Apabila hasil penagihan eksekusi Jaminan Fidusia setelah digunakan sesuai
urutan pembayaran tersebut sedangkan sisanya (jika masih ada) harus
d]kembaltkan Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada
kewajiban bagi Penertma Fidusia untuk membayar bunga atau ganti

kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia.

-Pemberi Fidusia berjanji untuk tidak dan dengan ini secara tegas
melepaskan hak-haknya guna melakukan sendiri hal-hal yang dimaksud
pada butir 2 tersebut di atas.
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Pasal 7 &
-Pengalihan hak kepemilikan stas Objek Jaminan Fidd@a o
Fidusia kepada Penerima Fidusia dilakukan dengal

memutuskan, yaitu setelah NASABAH telah melunasi seluruh hutangnya
kepada BANK berdasarkan Akad, maka hak kepemilikan atas Objek
Jaminan Fidusia dengan sendirinya beralih kembali kepada Pemberi Fidusia
dan Pihak Kedua harus membuat pernyataan hapusnya kewajiban
NASABAH, serta surat- surat yang berkenaan dengan Objek Jaminan
Fidusia yang ada pada Penerima Fidusia wajib diserahkan kembali kepada
Pemberi Fidusia.

Pasal 8
-Penerima Fidusia berhak melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia yang
dlmaksudkan dalam akia ini, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan
pe;abat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaiftaran Fidusia),
memberikan keterangan dan leporan, menandatangani  surat/formulir
pendafiaran Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dengan melampirkan

Pemyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan untuk mengajukan permohonan
pendafiaran atas perubahan dalam hal tepadi pemibahan atas data yang
tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat
Jaminan Fidusia dan/atau Pemnyataan Perubshan, seria dokumen lain yang
bertalian, ueituk kepetluan itu membayar semuz biaya dan menerima kuitansi
atas segala uang pemnbayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan
berguna untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut;
Pasal 9

b Daiam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun
1999 {seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) tentang Jaminan
Fidusia, berikut segala penibahan dan peraturan pelaksanaannya,
Penerima Fidusia diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi
Fidusia untuk menjalankan dan/atau mempertahankan hak Pencrima
Fidusia berdasarkan akta ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk
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melakukan perubahan atan penyesuaian yang diperlukan bigs &

permintaan dari Penerima Fidusia, untuk melakukan tindakan apapun
yang diperlukan guna melakukan pendaftaran, serta untuk menanda-
tangani dan memberikan kepada Penerima Fidusia tambahan
wewenang atan kuasa yang dianggap perlu atau baik oleh Penerima
Fidusia untuk melaksanakan dan mempertahankan haknya berdasarkan
akta mi.

Pasal 10

-Akta ini merupakan bazhagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari
Akad, demikian pula knasa yang diberikan pada akta ini merupakan bagian
yang pentipg dan tidak terpisahkan dari akta ini dan Akad, tanpa adanya
imasa ters;:hut niscaya akta ini dam Akad tidak akan diterima dan
dilangsuﬁgkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab vang dapat mengakhiri
pemberian sesuatu kuasa termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813,
1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -—————---
Pasal 11

-Segala perselisihan yang mumgkin timbul diantara kedua belah pihak
mengenal akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihkak

sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisihi hukum yang tetap
dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

-Pemilihan domisib hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak
disi Poiesina Fidiissn drik mesgajulias fuatuin Hulkiin i Peribe
Fidusia berdasarkan akta ini di hadapan Pengadilan lainnya dalam wilayah
Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai ---------
yurisdikst atas diri dan Pemben Fidusia atau atas Objek Jaminan Fidusia, -—

Pasal 12

-Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan skta ini
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dan pendaflaran jaminan fidusia di Kantor Penda
dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menj
harus dibayar oleh NASABAH.

-Akta ini diselesaikan

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti
tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadin oleh:

-Nona . lahir di » pada tanggal
. Karyawan,
bertempat tinggal di Kabupaten , Jalan
, Bukun Tetangga » Rukun Warga , Kelurahan :
K,ecmnatan_ , pemegang Nomor Induk Kependudukan
' : . Warga Negara Indonesia, untuk sementarz berada di
Jakarta: -
Mona , lahir di ,» pada tanggal
, Karyawan, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan , Rukun Tetangga ., Rukun
Warga . Kelurahan , Kecamatan , Jakarta Selatan,
pemegang Nomor Induk Kependudukan , Warga
Negara Indonesia;

keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini k‘E:pada para penghadap dan
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,

menanda-tangani akta ini.
-Dibuat dengan dengan
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =
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